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ABSTRAK

Produksi kayu Kabupaten Bulungan sangat banyak dan terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Kabupaten Bulugan memiliki luas kawasan hutan
hampir 70% dan memiliki perusahaan pemegang [UPHHK dan IPK, namun
kesulitan memperoleh bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal. Tujuan dari
pelaksanaan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal dalam mengatasi kelangkaan bahan
baku kayu untuk kebutuhan lokal di Kabupaten Bulungan, (2) mengetahui faktor-
faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk
Kebutuhan Lokal dalam mengatasi kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan
lokal di Kabupaten Bulungan, dan (3) mengetahui upaya yang dilakukan
pemerintah daerah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi faktor penghambat
efektivitas implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
112009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi pelaksanaan penelitian ini
adalah di Kabupaten Bulungan. Fokus pada penelitian ini adalah pada
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten
Bulungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan bahan baku kayu
untuk kebutuhan lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan
dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui trianguias sumber. Teknik
analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa deskriptif dengan langkah
analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema
kultural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku
Kayu untuk Kebutuhan Lokal belum terlaksana secara efektif di Kabupaten
Bulungan. Hal ini dapat diketahui dari masih terjadinya kelangkaan bahan baku
kayu yang legal untuk kebutuhan lokal. Faktor penghambat implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal adalah ukuran tujuan
kebijakan, komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial,
ekonomi, dan politik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat
adalah koordinasi dan konsultasi pada Kementerian Kehutanan, menghimpun
stake holder guna menentukan jumlah kebutuhan kayu lokal serta penentuan
harga, dan membuat draft peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan
pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) untuk kebutuhan lokal di
Kabupaten Bulungan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, efektifitas implementasi kebijaan,
pemenuhan bahan baku kayu lokal
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ABSTRACT

Bulungan district has a huge amount of wood production and continues to
increase each year. The Bulugan district has a land area of nearly 70% and has
companies holding [IUPHHK and IPK, but it is rather difficult to obtain raw
material for local needs. The goal of this study are : (1) to investigate the
implementation of the Regulation of the Minister of Forestry Number P.7 /
Menhut-1I / 2009 on Guidelines for Raw Wood Material Requirement for Local
Needs in addressing the scarcity of raw materials for local needs in Bulungan
district, (2) to examine factors that hinder the implementation of the Regulation of
the Minister of Forestry Number P.7 / Menhut-1I / 2009 on Guidelines for Raw
Wood Material Requirement for Local Needs in addressing the scarcity of raw
materials for local needs in Bulungan district, and (3) to identify the efforts made
by the local government of the Bulungan district to overcome the factors
inhibiting the effectiveness of the implementation of the Regulation of the
Minister of Forestry Number P.7 / Menhut-II / 2009 on Guidelines for Raw Wood
Material Requirement for local Needs.

This study is a qualitative research. The location of this research is in the
Bulungan District. The focus of this research is the implementation of the
Regulation of the Minister of Forestry Number P.7 / Menhut-Il / 2009 on
Guidelines for Raw Wood Material Requirement for Local Needs in Bulungan
District and the factors influencing scarcity of raw materials for local needs. Data
were collected through in-depth-interviews and documentation study. Test of data
validity is done through trianguias of source. Data analysis technique used is
descriptive analysis techniques with steps of\ domain analysis, taxonomic
analysis, componential analysis, and analysis of cultural themes.

The results show that the Regulation of the Minister of Forestry Number
P.7 / Menhut-1I / 2009 on Guidelines for Raw Wood Material Requirement for
Local Needs has not been implemented effectively in the Bulungan District. It can
be seen from the shortages of raw materials that are legal for the local needs.
Factors inhibiting the implementation of the Regulation of the Minister of
Forestry Number P.7 / Menhut-II / 2009 on Guidelines for Raw Wood Material
Requirement for Local Needs is the coverage of the policy objectives,
communication between organizations implementing policies, as well as social,
economic, and political factors. The efforts made to overcome the inhibiting
factors is the coordination and consultation at the Forestry Ministry involving
stakeholders in order to determine the required amount of local wood and prices,
and to draft regulations of regent concerning the guidelines on granting licenses
for harvesting timber (IPHHK) for local needs in the District of Bulungan.

Key words: policy implementation, effectiveness of policy implementation,
compliance with local wood raw material
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BAB 1V

HASIL PENELITIAAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil yang telah diperoleh selama
pelaksanaan penelitian. Adapun hasil tersebut terbagi atas deskripsi objek
penelitian, hasil, dan pembahasan. Ketiga bagian tersebut mengacu pada topik
penelitian yang terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk
Kebutuhan Lokal dalam mengatasi kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan
lokal di Kabupaten Bulungan.

A. Deskripsi Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. Sebelum
menguraikan tentang hasil-hasil yang diperoleh selama penelitian ini, terlebih
dulu perlu diuraikan mengenai lokasi pelaksanaan penelitian ini sebagaimana
uraian berikut.

1. Letak Geografis
Kabupaten Bulungan merupakan salah satu dari 5 Kota/Kabupaten
yang termasuk dalam Propinsi Kalimantan Utara. Ibu Kota Kabupaten
Bulungan terletak di Tanjung Selor. Secara astronimis, Kabupaten
Bulungan terletak di antara 116°04°41” - 117°57°56” Bujur Timur dan
2°09°19” - 3°34°49” Lintang Utara. Adapun batas-batas wilayah

Kabupaten Bulungan secara administratif adalah sebagai berikut.

87
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a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten
Tana Tidung

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau

Kabupaten Bulungan adalah salah satu kabupaten di Provinsi
Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanjung
Selor. Penduduk yang tinggal di kota tersebut berjumlah 40.964 jiwa dan
sebagian besar berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pedagang.
Luas Wilayah kabupeten Bulungan adalah sebesar 13.181,92 km’ yang
terdiri dari 10 Kecamatan, 81 Desa dan 6 Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai letak geografis Kabupaten

Bulungan dapat dilihat pada gambar 4.1.

1o o sy & - ;
Vabaaten : A
ikan

T30 Trharg ST PN Peta

S I ‘ifayah Adminishasi
T N DA T S - Kabupaten
AEG L e Y Butungan

! N | Peta ekt BRppeca
RN B P hapaten Suk.ngan
e PR

Gambar 4.1. Wilayah Administratif Kabupaten Bulungan
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2. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

Adapun visi pembangunan Kabupaten Bulungan adalah sebagai
berikut.

“Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai wilayah
pembangunan agro industri utama yang berwawasan lingkungan,
menuju masyarakat yang semakin berkualitas, adil, dan sejahtera”.

Misi pembangunan Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut.

a. Mewuyjudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa.

b. Mewujudkan ketertiban dan rasa aman masyarakat serta memelihara
sistem demokrasi yang kondusif.

c¢. Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan
tertinggal.

d. Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep
pembangunan berkelanjutan.

e. Mewuyjudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat.

f. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.

g. Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan
pengentasan kemiskinan.

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan
Kabupaten Bulungan tersebut kemudian ditempuh strategi pembangunan
dengan pendekatan sektoral, pendekatan spasial, dan pendekatan manusia.

3. Kependudukan Kabupaten Bulungan

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah

dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kecenderungan
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penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung
mengelompok pada tempat-tempat tertentu sehingga menyebabkan pola
penyebaran bervariasi. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya
dapat dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas tinggi,
adanya sarana transportasi yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi
yang lebih baik. sebaliknya, kepadatan penduduk yang rendah pada
umumnya terdapat pada daerah-daerah dengan aktivitas ekonomi yang
relatif rendah dan keadaan sara transportasi sulit.

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil registrasi
penduduk tercatat sebanyak 117.019 jiwa. Pola penyebaran penduduk
Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah
kepadatannya adalah berkisar antara 1,43 jiwa/km® (Kecamatan Peso)
sampai 54,34 jiwa/km’ (Kecamatan Bunyu). Kepadatan peduduk
kabupaten Bulungan adalah 8,88 jiwa/km’. Kecamatan yang kepadatan
penduduknya di bawah rata-rata adalah Kecamatan Peso, Peso Hilir,
tanjung Palas, Tajung Palas Barat, dan Sekatak.

Apabila ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin
dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki masih lebih benyak
dibandingkan perempuan. Hal ini dapat diketahui dari rasio jenis kelamin.
Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi kependudukan di Kabupaten

Bulungan dapat dilihat pada Tabel 4.1.
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Penduduk Jumlah Kepadatan Rata-rata
Kecamatan Laki- Keluarga Penduduk Hunian
laki | Terempuan | Jumlah | (k) | (Jiwa/Km2) | (Jiwa/Keluarga)
Peso 2460 2034 4494 1021 1.43 44
Peso Hilir 1950 1669 3619 796 2.21 4.55
Tg. Palas 7611 6964 14575 3264 83 4.47
Tg. Palas Barat 3266 2791 6057 1342 5.69 4.51
Tg. Palas Utara 5066 4234 9300 2355 11.53 3.95
Tg. Palas Timur 4924 4016 8940 2100 13.26 428
Tg. Selor 21820 19144 40964 9336 32.06 4.39
Tg. Palas Tengah 4163 3655 7818 1879 12.51 4.16
Sekatak 5075 4562 9637 2178 4.83 4.42
Bunyu 6268 5302 11570 2799 58.34 4.13

Tabel di atas menunjukkan sebaran penduduk pada masing-masing

kecamatan di Kabupaten Bulungan. Rasio jenis kelamin penduduk

Kabupaten Bulungan adalah 100:115,04. Hal ini berarti bahwa setiap 100

orang perempuan berbanding sekitar 115 laki-laki.

4. Potensi Kehutanan Kabupaten Bulungan

Hutan di Kabupaten Bulungan tahun 2014 mempunyai luas

1.391.558,5 hektar yang terbagi kedalam empat kelompok jenis hutan yaitu;

hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan

lainnya/kawasan budidaya non kehutanan. Berkaitan dengan pengelolaan

hutan tersebut tidak terlepas dari perusahaan HPH. Pada tahun 2013

terdapat 8 pemegang HPH dengan luas areal 665.775 hektar. Produksi kayu

bulat untuk tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 65,53%dibandingkan

dengan tahun 2012 sebesar 352.053,72 m’.
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5. Gambaran Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan merupakan dinas yang
bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi setiap regulasi
yang terkait dengan kehutanan. Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 9
April 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Bulungan. Pembentukan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 tahun 2008 tentang Rincian Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.

Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
dibidang kehutanan. Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA. Sejalan dengan Visi
Pemerintah Kabupaten Bulungan, maka visi Dinas Kehutanan adalah:

“Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera”
Adapun makna yang dimaksud dalam visi tersebut diuraikan
sebagai berikut.
1) Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Lestari
a) Bahwa kelestarian hutan harus menjadi prinsip bagi
penyelenggaraan pembangunan kehutanan serta pengurusan hutan,
hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dipakai diseluruh dunia

yaitu “Sustainable Development”.
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b) Melaksanakan pembangunan kehutanan melalui kemitraan dengan
masyarakat maupun stakeholders lainnya dalam rangka menjaga
keberlanjutan fungsi hutan, yaitu fungsi ekologi, ekonomi , dan
sosial.

c) Mengaplikasikan praktek good governance dalam pelaksanaan
pembangunan kehutanan sesuai dengan kewenangan yang telah
diamanahkan.

2) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

a) Bahwa kesejahteraan masyarakat harus diciptakan , karena faktor
kesejahteraan sangat berkaitan mutlak dengan eksistensi hutan,
kesejahteraan masyarakat yang diperoleh sebagai akibat dari
keberadaan hutan yang lestari akan mendorong masyarakat untuk
ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hutan (sense
of belonging of responsibility).

b) Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan membuka
akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat ikut serta
mengelola sumber daya hutan dan lahan secara berkelanjutan.

c¢) Hasil pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya dinikmati
secara adil oleh masyarakat, baik dalam bentuk penyediaan barang
publik maupun pemberian pelayanan dasar.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan,

maka misi dan tujuan masing-masing misi ditetapkan sebagai berikut:
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1) Memantapkan dan Melindungi  Fungsi Kawasan Hutan untuk
mendukung pembangunan daerah. Misi tersebut bertujuan untuk:

a) mewujudkan kepastian hukum / status kawasan hutan serta
mempertahankan hutan sesuai dengan fungsinya. Terjaminnya
keberadaan kawasan hutan akan mendukung pengelolaan kawasan
hutan untuk pencapaian kelestarian hutan.

b) Mencegah dari penebangan liar (illegal logging) dan pengendalian
kebakaran hutan.

2) Meningkatkan fungsi dan mutu pelayanan. Misi tersebut bertujuan
untuk penguatan kelembagaan yang akan memperlancar pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Penguatan ini meliputi
profesionalisme organisasi dan SDM Dinas Kehutanan, efektivitas
sarpras pendukung, IPTEK, perencanaan kehutanan, kemitraan dan
kerjasama dalam negeri/ luar negeri, penyampaian data/ informasi,
pengawasan/ pengendalian.

3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatan kualitas
sumber daya hutan dan daya dukung DAS, untuk optimalisasi fungsi
ekologi, ekonomi dan sosial DAS. Misi ini bertujuan untuk:

a) Mengoptimalkan manfaat hasil hutan (kayu, non kayu, wisata, jasa
lingkungan, dan lain sebagainya), pada kawasan hutan lindung dan
hutan produksi serta hutan diluar kawasan hutan,

b) Memulihkan kondisi hutan yang telah rusak.
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¢) Meningkatkan manfaat sosial hutan.

d) Meningkatkan upaya konservasi SDH.

e) Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran
sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam,
dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Dengan visi dan misi yang dijalankan Dinas Kehutanan Kabupaten
Bulungan, diharapkan dapat akan terwujud kawasan hutan yang baik
kondisinya serta dapat mendukung pengelolaan hutan lestari dan
memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas
Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas
Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana
strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

b. perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis dibidang kehutanan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang kehutanan;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan;

e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
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f. pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksanai Teknis Dinas
Kehutanan;
g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional,
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan, membawahkan :
1) Seksi Kawasan dan Pemetaan Hutan;
2) Seksi Rencana Kerja Pengusahaan Hutan;
d. Bidang Produksi dan Bina Hutan, membawahkan :
1) Seksi Pemungutan Hasil Hutan;
2) Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan;
e. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan, membawahkan :
1) Seksi Pengolahan Hasil Hutan;
2) Seksi Legalitas Peredaran Hasil Hutan;
f. Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan, membawahkan :
1) Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan ;
2) Seksi Hukum dan Penyuluhan Kehutanan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
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h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan pada
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut.
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan koordinasi, pelayanan teknis dan administratif kepada
seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan
meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program,
pengelolaan  keuangan, pelaporan, ketatausahaan, umum,
perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian. Dalam
melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1) pengkoordinasian perencanaan program kerja dan kegiatan serta
pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan;
2) penyelenggaraan urusan keuangan dan pelaporan;
3) penyelenggaraan urusan ketatausahaan, umum, perlengkapan
dan rumah tangga;
4) penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
mengkoordinasikan, menyusun dan mempersiapkan administrasi

perencananaan  program dan kegiatan tahunan, evaluasi dan
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pelaporan serta mengelola urusan keuangan. Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat dan

kearsipan, inventaris dan kekayaan, rumah tangga, administrasi

kepegawaian dan tugas umum lainnya.
c. Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan

Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan Hutan
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan teknis, merencanakan, melaksanakan pembinaan,
pengawasan, pemantauan, pengendalian, koordinasi, pelaksanaan
bidang perencanaan, evaluasi pengusahaan hutan meliputi kawasan
dan pemetaan hutan serta rencana kerja pengusahaan hutan. Dalam
melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Evaluasi Pengusahaan

Hutan menyelenggarakan fungsi :

1) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang
perencanaan, evaluasi pengusahaan hutan yang sesuai dengan
rencana strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

2) penyusunan perencanaan hutan meliputi kawasan hutan dan non
kawasan hutan;

3) penyelenggaraan teknis operasional pelayanan bidang
perencanaan, evaluasi dan pengusahaan hutan ;

4) penyelenggaraan penyusunan data, statistik, neraca sumber daya

hutan dan pelaporan;
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5) pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengkoordinasian seksi-
seksi lingkup bidang perencanaan, evaluasi pengusahaan hutan
dalam pelaksanaan tugas;

6) pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi penyelenggaraan kegiatan kawasan dan pemetaan
hutan serta rencana kerja pengusahaan hutan;

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

d. Seksi Kawasan dan Pemetaan Hutan
Seksi Kawasan dan Pemetaan Hutan mempunyai tugas
merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan
dan koordinasi melaksanakan pemetaan kawasan hutan dan non
kawasan hutan, pengkajian dan pengelolaan data hasil pemetaan
hutan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya
yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
e. Seksi Rencana Kerja Pengusahaan Hutan
Seksi Rencana Kerja Pengusahaan Hutan mempunyai tugas
merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja,
melaksanakan  pembinaan, bimbingan, dan  koordinasi
menyelenggarakan pengumpulan bahan dan informasi rencana

pengusahaan hutan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengusahaan
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hutan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan
tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
f. Bidang Produksi dan Bina Hutan

Bidang Produksi dan Bina Hutan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang
produksi dan bina hutan melaksanakan pembinaan, pengawasan,
pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan bidang produksi dan bina hutan meliputi pemungutan
hasil hutan serta budidaya dan rehabilitasi hutan. Dalam
melaksanakan tugas, Bidang Produksi dan Bina Hutan
menyelenggarakan fungsi :

l)perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang produksi
dan bina hutan sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah;

2) pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan
koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemungutan hasil hutan
serta budidaya dan rehabilitas hutan;

3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.

g. Seksi Pemungutan Hasil Hutan
Seksi Pemungutan Hasil Hutan mempunyai tugas

merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program Kerja,
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melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi penyiapan bahan penyusunan dan perumusan pedoman
dan petunjuk teknis pemungutan hasil hutan serta melaksanakan
teknis  opersional pembinaan  penyelenggaraan  pelayanan
pemungutan hasil hutan serta, evaluasi dan pelaporan melaksanakan
tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
h. Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan

Seksi Budidaya dan Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas
merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program Kkerja,
melaksanakan teknis operasional pembinaan dan penyelenggaraan
pelayanan budidaya dan rehabilitasi hutan., evaluasi dan pelaporan
serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan

Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis
bidang pengolahan dan peredaran hasil hutan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, fasilitasi dan
koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang pengolahan dan peredaran
hasil hutan meliputi pengolahan hasil hutan serta legalitas peredaran
hasil hutan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengolahan dan

Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :
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1) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang
pengolahan dan peredaran hasil hutan sesuai dengan rencana
strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

2) pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian  dan
koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengolahan hasil hutan
serta legalitas peredaran hasil hutan.

3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

J-  Seksi Pengolahan Hasil Hutan
Seksi Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas
merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program kerja,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian,
fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengolahan
hasil hutan, industri hasil hutan dan peredaran hasil hutan,
menyajikan data investasi perusahaan pengelola hasil hutan, evaluasi
dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
k. Seksi Legalitas Peredaran Hasil Hutan
Seksi Legalitas Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas
merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program Kerja,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian
dan koordinasi  penyelenggaraan pelayanan legalitas hasil hutan

serta penguyjian dan pengukuran hasil hutan, menyajikan data
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pengukuran dan pengujian hasil hutan, inventarisasi jenis provisi
sumber daya hutan serta membuat program pemungutan provisi
sumber daya hutan, meneliti dan mengawasi serta menilai
pelaksanaan pengukuran dan pengujian kayu oleh tenaga pemerintah
maupun perusahaan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan
tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
. Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan
Bidang Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan teknis bidang keamanan dan penyuluhan kehutanan
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian
dan koordinasi pelaksanaan pelayanan bidang keamanan dan
penyuluhan kehutanan meliputi pengamanan dan perlindungan hutan
serta hukum dan penyuluhan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas,
Bidang Pengelolaan Masalah Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
1) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang keamanan
dan penyuluhan kehutanan sesuai dengan rencana strategi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2) pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian  dan
koordinasi  penyelenggaraan kegiatan pengamanan dan

perlindungan hutan serta hukum dan penyuluhan kehutanan;
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3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
dan fungsinya.
m. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan mempunyai
tugas merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program
kerja, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan,
pengendalian dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan
pengamanan dan perlindungan hutan. Menyajikan data hasil
pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kebakaran hutan
dan lahan, menyusun dan melaksanakan rencana patroli pengamanan
dan perlindungan hutan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan
tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

n. Seksi Hukum dan Penyuluhan Kehutanan

Seksi Hukum dan Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas
merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta program Kerja,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian
dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan hukum dan penyuluhan
kehutanan serta fasilitasi penyelesaian sengketa hukum dan
perundang-undangan  kehutanan, melaksanakan  penyuluhan,
pelatihan dan pendidikan, evaluasi dan pelaporan serta
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.
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B. Hasil Penelitian
Pada bagian ini diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam
pengumpulan data penelitian. Adapun hasil yang diuraikan berkaitan dengan
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal

dalam Mengatasi Kelangkaan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan Lokal di

Kabupaten Bulungan. Selain itu, juga diuraikan faktor-faktor yang

menghambat implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-

11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan

Lokal dalam mengatasi kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal di

Kabupaten Bulungan dan upaya mengatasinya. Untuk lebih jelasnya mengenai

hasil penelitian ini diuraikan sebagaimana berikut.

1. Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
I1/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk
Kebutuhan Lokal dalam Mengatasi Kelangkaan Bahan Baku Kayu
Untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
merupakan kebijakan yang diambil sebagai solusi masalah publik yang
terkait dengan kelangkaan kayu untuk kebutuhan lokal. Ironisnya,
kelangkaan kayu ini terjadi pada daerah-daerah dengan potensi hutan yang
sangat besar sebagaimana Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan pernah

memerintahkan untuk mencarikan solusi tentang bagaimana mengatasi
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kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal di Kabupaten
Bulungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan
Kabupaten Bulungan dapat diketahui bahwa masalah publik yang
mendahului implementasi kebijakan adalah kondisi bahwa kayu di
Kabupaten Bulungan sulit diperoleh. Hal ini dapat diketahui dari kutipan
wawancara berikut.

“Mengacu ke acuan yang ada, kita pernah berkoordinasi dengan
lintas SKPD berkaitan berapa kebutuhan kayu lokal dari sektor
SKPD, untuk mendukung kebutuhan daerah, baik sosial, ibadah,
dan lain sebagainya. Secara riil kita menemukan bahwa memang
ada kebutuhan masyarakat secara riil untuk membangun rumabh.
Itu faktor riil. Artinya, memang patut ditegaskan kebutuhan
masyarakat secara riil untuk pemenuhan kayu lokal itu sekarang
ini masih dibutuhkan (DWWCRI1, 2015)”.

DPRD Kabupaten bulungan menyuarakan hal yang sama
sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Kalau sebelum Permenhut ini lahir memang kayu lokal itu
pemenuhannya agak sulit karena memang ada, lebih dikelola
oleh badan-badan yang bermodal besar, pemegang HPH atau izin
pengelolaan kayu lainnya, yang mungkin tidak bisa dilakukan
masyarakat atau individu dalam skala kecil. Dengan terbitnya
Permenhut ini, maka masyarakat kelas menengah bisa
berpartisipasi, jadi regulasi dengan adanya Permenhut ini adalah
untuk masyarakat dan penguasaha kelas menengah. Namun
dalam  implementasinya, Permenhut ini belum dapat
diimplementasikan, karena dalam perizinan masih menemukan
kendala. Sehingga kalau kita bicara regulasi ini, tidak semua
masyarakat kita ini mampu mengelola kayu lokal sebagaimana

diatur dalam Permenhut (DWWCRS6, 2015)”.
Pada masa tersebut, pembangunan menjadi terhambat. Pada masa
tersebut juga gencar dilakukan patroli dan pemberantasan illegal logging.

Kondisi di lapangan memang menunjukkan bahwa banyak penebang-

penebang liar yang berasal dari masyarakat sekitar hutan. Namun
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demikian, masyarakat di sekitar hutan yang melakukan penebangan liar
inilah yang menjadi pemasok kayu di Kabupaten Bulungan.

Guna mengatasi kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal
tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal. Kebijakan ini merupakan arahan dalam rangka
menyikapi kelangkaan ketersedian bahan baku kayu olahan. Implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi pasokan kayu bulat dan atau
kayu olahan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.
Dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku
Kayu untuk Kebutuhan Lokal, bupati kemudian menyurati kementerian
kehutanan untuk melakukan percepatan penerbitan peraturan menteri
kehutanan.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
diatur mengenai sumber kayu lokal dan tata cara izinnya yang memerlukan
peraturan menteri tersendiri. Bupati melalui Dinas Kehutanan kemudian
juga menyurati SKPD dan Camat untuk memberi informasi terkait dengan
kayu yang dibutuhkan untuk kepentingan umum dalam 1 tahun. Dalam hal

ini, informasi mengenai kebutuhan kayu tersebut merupakan kebutuhan
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kayu untuk keperluan masyarakat yang bersifat estimasi. Berikut kutipan
wawancara dengan Dinas Kehutanan terkait dengan hal tersebut.

“Sudah, sudah, dulu pernah kita perintahkan, menyurati camat

camat terutama. Camat terutama, camat, SKPD untuk

menyampaikan tahun ini berapa kebutuhan pembangunan
jembatan, pembangunan masjid, kayu untuk kebutuhan

pembangnan sebagainya, itu ada (DWWCR1, 2015)”.

Setelah implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal, bupati melalui Dinas Kehutanan mengundang
para pengusaha sektor kehutanan yang ada di Kabupaten Bulungan untuk
menentukan harga dasar atau harga patokan. Pengusaha sektor kehutanan
yang ada di Kabupaten Bulungan diundang untuk mengadakan rapat
terkait penentuan harga dasar tersebut. Namun demikian, rapat yang
dilaksanakan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Rapat antara
pemerintah derah melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dan para
pengusaha sektor kehutanan yang ada di Kabupaten Bulungan tidak
mencapai titik temu tentang harga. Berikut ungkapan dari pihak
perusahaan

“...Hanya permasalahannya, waktu itu izin industri yang ada di
Bulungan pada saat itu tidak ada yang berizin, industri sawmill
tidak ada yang pegang ijin juga. Itu yang pertama. Kedua, dari
pemerintah daerah itu sendiri belum ada juga survey mengenai
berapa kebutuhan bahan baku. Berapa sih kebutuhan, sehingga
nanti kalau maksimal 5% itu terpenuhi atau tidak. Atau kurang
begitu. Permasalahan yang ketiga Pak, HPP, harga pokok
penjualan. Karena yang namanya pengusaha biaya produksinya
ketika itu kurag lebih 770 ribu per meter kubik, nah itu baru
sampai di TPK antara, begitu, baru sampai di TPK antara,

belum DR PSDH, baru biaya produksi aja. Kalau 760 ditambah
DR ditambah PSDH, sanggupkah membeli harga pokok itu?
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Sanggupkah indstri sawmill membeli, di satu sisi rendemen
meraka (DWWCRA4, 2015)”.

Terkait harga, Dinas Kehutanan juga mengungkapkan sebagaimana
berikut.

“Saya lupa, Peraturan Pemerintah Nomor Berapa, ini sudah
lama. Lahan-lahan masyarakat yang bersifat privat, itu tidak
dipungut DR-nya atau tidak dipungut DR PSDH. Yang berat di
kita ini kan gini, biaya operasional, ditambah DR PSDH, itu kan
kalau dibagi dari rendemen, kan gitu. Orang ini kan tidak beli
gelondongan, yang dibelinya kayu jadi. Biaya operasional, DR
PSDH, dibagi dua, rendemen berapa limit keuntungan supaya
perusahaan bisa lanjut, itu kan harga komersil yang dipegang
dari konsep niaga. Tapi kalau DR PSDH-nya itu bisa dianulir,
yang diperhitungkan adalah biaya operasional, pembelian bahan
baku, biaya operasional, tambah limit keuntungan. Kita sudah
berupaya menyampaikan kepada Kementerian Kehutanannya
mengenai DR PSDH, bahwa benar-benar untuk kebutuhan
sosial, bukan komersil, itu dianulir. Tapi sampai sekarang
belum, kita ndak ketemu, belum dihapus, masih tetap lah seperti
itu (DWWCRI, 2015)”.

Informan lainnya juga menyatakan permasalahan terkait dengan
harga sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Jadi perusahaan itu bersedia menyediakan target sebesar 5% itu
ndak masalah, hanya syaratnya satu saja, bahwa perusahaan itu
punya kwajiban kepada negara, PNBP segala macam, maka
apabila itu diserahkan pada masyarakat sektar maka masyarakat
yang menanggung PNBPnya. Yang kedua, transportasi dari
dalam lingkungan kawasan perusahaan itu ke luar, ke masyarakat
ini ya dibiayai sendirilah. Perusahaan ini memang punya alat
berat. Jadi mungkin alat beratnya ini dibantu, tapi tolonglah
makan si supirnya, uang rokoknya, seperti itulah misalnya. Ya itu
yang tidak sepakat. Karena di pemahaman masyarakat, kalau
mereka dapat 5 itu bersih. Jadi mereka tidak mau membayar
PNBP, dan menerimanya itu alau bisa sudah dipinggir log pond
ya? Jadi mereka tinggal ambil, atau kalau dia nebang sendiri,
bersih lagi sampai diangkut. Nah itu yang tidak pernah conrnect
(DWWCR2, 2015)”.
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Akan tetapi, rapat tersebut menghasilkan suatu kesimpulan bahwa
pada prinsipnya perusahaan pemegang I[UPHHK-HA mendukung
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal.
Melalui implementasi kebijakan tersebut, industri pemegang [IUPHHK-HA
ingin kerjasama dengan pemegang izin industri yang resmi yang khusus
untuk memenuhi kebutuhan lokal, dengan penentuan harga yang
didasarkan pada hasil kesepakatan pemerintah daerah dengan pengusaha
dengan catatan penentuan harga tersebut harus memperhatikan biaya
produksi dan PNBP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kehutanan
Kabupaten Bulungan, dapat dipahami bahwa implemetasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal sudah dilaksanakan
dan diaplikasikan di Kabupaten Bulungan. Langkah-langkah pemenuhan
kebutuhan kayu lokal sudah dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal. Namun
demikian, implementasi tersebut masih mengalami berbagai kendala,
sehingga kondisi ideal yang diharapkan dari implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal tidak dapat

tercapai. Berikut kutipan wawancara terkait dengan hal tersebut.
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“Selama ini, yang terjadi implementasi memang masih sangat
lemah Pak. Komunikasi ini pada dasarnya masih sangat perlu,
termasuk pemetaannya. Jangan sampai nanti izin yang telah
diberikan menemukan permasalahan di lapangan yang
berbenturan dengan kegiatan itu sendiri (DWWCR®6, 2015)”.
Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tentunya juga
dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan
tersebut. Adapun pihak yang berperan dalam implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal adalah Bupati
Kabupaten Bulungan selaku kepala daerah, Dinas Kehutanan Kabupaten
Bulungan selaku SKPD yang mengurusi urusan kehutanan di daerah
kabupaten, Bappeda, PU, Dinas Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas
Perindustrian, dan Pemerintah Kecamatan. Dengan kata lain, pihak yang
berperan dalam implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal adalah pemerintah dan pengusaha sektor
kehutanan. Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sendiri selaku
pelaksana dan pengawas kebijakan, terdapat 2 bidang yang sangat
berperan, yaitu bidang produksi dan bidang peredaran hasil hutan. Kedua
bidang tersebut bertangung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal

sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia tidak menjadi

faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan
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karena faktor sumber daya manusia tersedia dan memenuhi kualifikasi
sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan penelitian,
diketahui bahwa impementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal belum dapat dikatakan efektif karena masih
menemul berbagai masalah. Berikut penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.

“Belum, ya seharusnya ada ketegasan. Kalau di luar areal hutan,

silahkanlah masyarakat berproduksi. Perjelaslah mana yang

kawasan hutan dan mana yang di luar kawasan hutan. Ini di luar
kawasan hutan dikenakan pajak juga. Selain itu, orang yang
tinggal di kawasan hutan juga perlu diberdayakan melalui

pengelolaan hutan ini (DWWCRS, 2015)”.

Seharusnya, implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal merupakan peluang untuk mendirikan industri
pengolahan kayu guna pemenuhan kebutuhan kayu lokal secara legal.
Namun demikian, harga kayu olahan tersebut akan relatif tinggi. Untuk
dapat memasok bahan baku kayu lokal secara legal, harus dikeluarkan
berbagai biaya. Selain biaya produksi, juga harus dikeluarkan PNBP
berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) serta
rendemen pembuatan kayu olahan yang berkisar 52% sampai dengan 62

%. Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan tersebut menyebabkan harga

kayu legal menjad sangat tinggi.
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Harga kayu yang relatif tinggi dari produksi legal akan
mengakibatkan biaya pembangunan akan menjadi tinggi. Harga kayu
tersebut juga akan berada jauh di atas standar harga kabupaten yang
dihitung berdasarkan harga kayu dipasaran. Harga kayu lokal yang tinggi
untuk kabupaten dengan potensi kehutanan yang besar dari kawasan hutan
yang hampir sebesar 70% tentunya merupakan masalah tersendiri. Kondisi
iniah yang menyebabkan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku
Kayu untuk Kebutuhan Lokal dianggap bukan merupakan solusi untuk
mengatasi kelangkaan bahan baku kayu lokal yang legal Kkarena
menimbulkan masalah baru.

Permasalahan yang terlihat sangat nyata sebagai kondisi riil terkait
pasokan bahan baku kayu di Kabupaten Bulungan adalah kondisi dilematis
yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Di satu sisi,
keberhasilan menjaring pelaku illegal logging yang melakukan
penebangan tanpa legalitas perizinan dan dokumen yang sah merupakan
suatu prestasi bagi pemerintah daerah. Namun di sisi lain, penangkapan
pelaku illegal logging yang melakukan penebangan tanpa legalitas
perizinan dan dokumen yang sah akan berdampak secara langsung
terhadap pasokan bahan baku kayu olahan. Berikut ungkapan mengenai
hal tersebut.

“Belum, saya katakan belum. Jadi ada 2 sisi mata uang, kayak

timbangan saya lihat. Apabila pembobotan, 2 sisi timbangan,

kalau sisi ttmbangan yang satu kita genjot, yang lain terturun.
Maksud saya gini, upaya pemberantasan illegal logging, menurut
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saya di Bulungan ini cukup menggembirakan. Artinya tingkat

keberhasilan menekan kayu ilegal, berhasil. Tapi di sisi lain,

terjadi keluhan-keluhan dalam masyarakat, kayu semakin langka.

Begitu, jadi satu berhasil, satu teriak (DWWCRI1, 2015)”.

Tanpa adanya aktifitas penebangan liar tersebut menyebabkan
terjadinya kelangkaan pasokan kayu olahan dipasaran. Hal ini disebabkan
kayu yang berasal dari penebang liar di sekitar hutan tersebut masuk ke
pasar dengan harga yang relatif murah. Murahnya harga kayu dari aktifitas
illegal logging 1ini disebabkan karena hanya mengeluarkan biaya
operasional tanpa pembayaran PNBP (PSDH dan DR) sehingga ada selisih
harga yang relatif cukup jauh. Kondisi ini juga menjadi kekhawatiran
tersendiri bagi pemegang IUPHHK-HA untuk memenuhi kebutuhan kayu
lokal.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
disebutkan bahwa ada 10 sumber pemenuhan bahan baku kayu lokal.
Berdasarkan data dokumentasi penelitian ditemukan bahwa sumber kayu
untuk pemenuhan sumber kayu lokal di Kabupaten Bulungan hanya
berasal dari kayu olahan (KO) yang diperoleh dari Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan kayu (IUIPHHK). Berdasarkan Faktur Angkutan kayu
Olahan (FA-KO), diketahui bahwa kayu olahan yang dikirim untuk
pemenuhan kebutuhan lokal pada tahun 2014 hanya berjumlah 857ptg/kpg
dengan volume 32,0481 m’, sementara perkiraan kebutuhan kayu lokal di

Kabupaten Bulungan sekitar 9.500 m’/ tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

kayu olahan yang dikirim untuk pemenuban kebutuhan lokal belum
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sanggup memenuhi jumlah kebutuhan kayu di Kabupaten Bulungan.
Kondisi ini kembali membuka peluang bagi aktifitas illegal logging dan
menunjukkan bahwa impementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal belum terlaksana secara efektif. Berdasakan hasil
wawancara peneliti dengan pihak industri hilir dan juga Dinas
Transmigrasi selaku instansi yang menggunakan bahan baku kayu
diperoleh fakta bahwa kayu legal sulit diperoleh di pasaran. Kesulitan
mendapatkan kayu ini menyebabkan pembangunan dan usaha menjadi
terhambat.

2. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal dalam Mengatasi
Kelangkaan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan Lokal di
Kabupaten Bulungan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, dapat diketahui bahwa
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena beberapa
permasalahan berikut.

a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1I/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal belum

jelas dan tegas mengatur tentang upaya yang harus dilaksanakan dalam
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memenuhi kebutuhan kayu lokal. Beberapa ketentuan masih menunggu
pedoman, kriteria standar, dan prosedur yang diatur oleh peraturan
menteri kehutanan lain.

b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal tidak
memuat adanya sanksi terhadap pihak yang melangar ketentuan. Hal ini
menyebabkan izin usaha yang ada dapat menolak pelaksanaan
kebijakan.

c. Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
Lokal tidak memberikan solusi bagi kelangkaan bahan baku kayu
karena tidak mampu menghasilkan bahan baku kayu dengan harga yang
sesuai daya beli masyarakat. Adapun bahan baku kayu yang diharapkan
oleh masyarakat Kabupaten Bulungan adalah kayu dengan harga yang
terjangkau dan setidaknya tidak berbeda jauh dengan kayu yang ada
dipasaran.

Kurangnya kejelasan dalam peraturan meteri tersebut dijelaskan
sebagaimana kutipan wawancara berikut.
“Regulasinya harus tegas Pak. Pengusaha, pusat, asosiasinya kan
juga menentukan Pak. Tapi intinya, pemerintah daerah, mereka
butuh atau tidak. Kalau butuh ya mereka harus mendorong agar
aturan ini dilaksanakan, nah kami nanti diminta tanggung jawab
untuk melaksanakan, ya oke, dengan catatan mohon dibuatkan
penanganan untuk yang tadi kita bicarakan, disambut itu, tidak
ada masalah. Jadi khusus Bulungan, saya lihat tidak ada motivasi
yang kuat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan ini. Saya

lihat juga di legislatif, mungkin minim pengetahuan atau
keinginan mereka untuk mendesak ini dilaksanakan. Karena
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mungkin mereka masih merasa aman, masih banyak sumber dari
hutan, kebun meraka yang lainnya (DWWCR3, 2015)”.

Tidak efektifnya implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal disebabkan karena ada berbagai faktor yang
menghambat. Faktor yang menjadi penghambat terhadap implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal antara
lain faktor komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa
komunikasi antar dinas pelaksana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan [.okal belum optimal.

Komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait dengan
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
seharusnya menghasilkan kesepakatan mengenai jumlah kebutuhan kayu
di Kabupaten Bulungan dan juga standarisasi biaya yang harus dikeluarkan
untuk memenuhi pasokan kebutuhan kayu lokal. Penentuan jumlah
kebutuhan kayu lokal yang diperlukan selama ini belum optimal dan
belum terbangun sistem yang baik untuk mengetahui kebutuhan kayu
lokal pertahun karena komunikasi antara pihak-pihak yang berkaitan
dengan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-

11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
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Lokal belum terjalin dengan baik. Hal ini dibenarkan oleh pihak industri
pemegang [IUPHHK-HA sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Tidak ada selama ini, pemerintah daerah tidak terlalu banyak
mengkomunikasikan dengan pengusaha. Karena saya tidak tahu
juga, apakah KADIN disini atau pengusaha. Karena ada dua
pengusaha disini. Jadi yang pertama pemasok bahan baku, yang
kedua pengolah, ini kan dia industri hilir. Nah ini, dua asosiasi
yag berbeda. Saya tidak tahu apakah pemerintah pernah berupaya
untuk menghubungkan itu. Tapi yang saya tahu, kebutuhan
masyarakat itu sendiri sebenarnya, selama ini saya perhatikan
pasokan-pasokannya terpenuhi dari jalur yang tidak resmi. Jadi
saya kira itu perlu ditertibkan dulu. Pemerintah daerah dengan
jajarannya harus bisa bekerja sama dengan pengusaha, dewan
juga harus mengajak masyarakat agar mau bekerja sama. Kalau
memang ingin, ya saya rasa bisa (DWWCR3, 2015)”.

Disamping itu, standarisasi biaya untuk kayu yang digunakan dalam
menghitung rencana anggaran biaya pembangunan menggunakan estimasi
biaya dari hasil survey terhadap kayu di pasaran tanpa melihat asal usul
serta legalitas kayu tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan
pemegang IUPHHK-HA, diketahui bahwa faktor yang menghambat
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
adalah ukuran kebijakan. Dalam arti, aturan yang terdapat dalam kebijakan
belum jelas dan belum detail. Berikut kutipan wawancara mengenai hal
tersebut.

“Regulasinya harus tegas Pak. Pengusaha, pusat, asosiasinya kan

juga menentukan Pak. Tapi intinya, pemerintah daerah, mereka

butuh atau tidak. Kalau butuh ya mereka harus mendorong agar
aturan ini dilaksanakan, nah kami nanti diminta tanggung jawab
untuk melaksanakan, ya oke, dengan catatan mohon dibuatkan
penanganan untuk yang tadi kita bicarakan, disambut itu, tidak

ada masalah. Jadi khusus Bulungan, saya lihat tidak ada motivasi
yang kuat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan ini. Saya
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lihat juga di legislatif, mungkin minim pengetahuan atau

keinginan mereka untuk mendesak ini dilaksanakan. Karena

mungkin mereka masih merasa aman, masih banyak sumber dari

hutan, kebun meraka yang lainnya (DWWCR4, 2015)”.

IUPHHK-HA sebagai izin usaha yang memiliki masa berlaku yang
panjang dengan areal kerja pada hutan produksi dan atau hutan produksi
terbatas yang memiliki konsep produksi hutan secara lestari secharusnya
dapat menjadi sumber pemenuh bahan baku kayu secara berkelanjutan.
Namun demikian, karena kurangnya ketentuan terkait dengan ukuran
kebijakan maka proses implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal baru sampai pada tahap wacana dan rapat antara
pemerintah daerah dan pihak pengusaha saja.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal adalah kondisi
sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, masyarakat membutuhkan
pasokan bahan baku kayu dengan harga yang sesuai daya beli. Di sisi lain,
biaya produksi untuk kayu legal cukup tinggi sehingga tidak mampu
bersaing dengan kayu ilegal yang ada di pasaran. Dari segi sosial, diketahi
bahwa masyarakat di sekitar hutan memiliki mata pencaharian yang
bersumber dari hasil hutan tersebut. Hal ini tentunya menjadi masalah
sosial. Kondisi ini menyebabkan permasalahan yang terjadi terlihat tidak

akan pernah selesai. Berikut kutipan wawancara dari DPRD terkait dengan

hal tersebut.
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“Iya, kalau yang resmi kan ada biaya-biaya yang harus

dikeluarkan. Sementara di sisi lain memang masih ada

masyarakat kita yang melakukan kegiatan yang dikatakan
kegiatan ilegal. Ini juga yang ke depannya harus diperhatikan.

Ranah ini kan menjadi ranah pemerintah yang harus diperbaiki

dari sisi ini. Jadi di satu sisi kita ingin membuat penebangan ini

menjadi kegiatan resmi, tapi di sisi lain ini juga menjadi
kebutuhan masyarakat. Sisi lain kita ingin mengarahkan
masyarakat, tapi di sisi lain beban biaya pengolahan kayu juga

harus dipikirkan (DWWCRS6, 2015)”.

Regulasi lain telah mendukung implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1I/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal, yaitu Undang-undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun
2013 tetang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Apabila
regulasi tersebut tegas dilaksanakan maka illegal logging tidak ada dan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal dapat
terimplementasi dengan baik. Sebaliknya, illegal logging menyebabkan
harga kayu rendah sehingga kayu legal tidak mampu bersaing karena
berdasarkan perhitungan harga jual kayu yang diusahakan secara legal
relatif sangat tinggi.

3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan untuk Mengatasi
Faktor Penghambat Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang

Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
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seharusnya sudah diimplementasikan mulai tahun 2009. Namun demikian,
sampal dengan saat ini Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
Lokal belum terimplementasi dengan efektif sehinga pemenuhan ahan
baku kayu lokal masih menjadi masalah. Tidak efektifnya implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya ukuran dan tujuan
kebijakan, komunikasi antar pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan
politik.

Selain faktor-faktor penghaambat di atas, ada regulasi lain yang
menyebabkan kondisi yang kurang menguntugkan terhadap implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
sebagaimana kutipan wawancara berikut.

“Kalau tidak diperdagangkan tidak berguna juga. Siapa yang

menfasilitasi. Sama saja melarang. Artinya, kalau bisa, untuk

perorangan, jangan disebut korporasi. Tidak usah sampai 50

meter kubik. Seharusnya ada solusinya (DWWCRS, 2015)”.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan serta Pemanfaatan
Hutan memberikan peluang bagi penyimpangan sehingga diperlukan
pengawasan dan monitoring. Sebagaimana diketahui bahwa implementasi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
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Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
terhambat karena adanya kayu ilegal yang beredar di pasaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
menyatakan bahwa pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada
hutan produksi diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling
banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan.
Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi juga
diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling
banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak
untuk  diperdagangkan. Ketentuan ini tentunya rawan bagi
penyelahgunaan. Dimungkinkan adanya oknum tertentu yang melakukan
penebangan dengan kuota untuk diperdagangkan, sehingga beredar kayu
yang tidak jelas asal usulnya di pasaran dan menjadi pesaing bagi kayu
legal berbiaya tinggi.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memang telah
ditindakanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor p.46 /Menhut-11/2009 tentang Tata Cara
Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan
Kayu pada Hutan Produksi. Adapun sasaran lokasi dari regulasi ini adalah

hutan produksi yang tidak dibebani izin dan tidak berada dalam kawasan
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lindung dan produksi dengan tujuan khusus /HPTK. Dengan adanya
ketentuan tersebut, masalah yang terjadi di Kabupaten Bulungan tentunya
tidak terselesaikan mengingat bahwa kawasan hutan yang tidak dibebani
yang ada di Kabupaten Bulungan hanya ada di beberapa tempat dan telah
terambah sehingga potensinya kecil dan relatif jauh dari yang
membutuhkan. Selain itu, tetap harus melakukan pembayaran PSDH
namun tanpa DR. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai
upaya pemerintah ntuk menyelesaikan faktor penghambat implementasi
Peraturan Menter1 Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal. Berikut
upaya pemerintah daerah kabupaten Bulugan untuk menyelesaikan
permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan kayu lokal.
“Upaya pemerintah pernah dan dilakukan berulang-ulang.
Karena kita pikir ini berkaitan dengan daya beli, dan berkaitan
secara sosial, menyurati kementerian ini kita pernah, menyurati
dan berkumpul dengan asosiasi untuk membebaskan dari DR
PSDH itu pernah, asal murni untuk kepentingan umum. Tapi
sampai sekarang belum terlaksana. Kita pernah meminta untuk
membebaskan dari DR PSDH asal untuk kepentingan umum
sehingga harga jual dapat ditekan. Jadi yang dihitung hanya biaya
operasional, dan berapa limit keuntungan yang dibutuhkan
perusahaan untuk terus beroperasi, yang layak, patut itu tadi. Itu
yang harus ditetapkan melalui bupati adalah harga itu tadi, itu
pun dari sisi masyarakat, daya beli meningkat, dari segi
pengusaha tidak rugi. Itu yang menjadi harapan (DWWCRI,
2015)”.
Upaya nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di
Kabupaten Bulungan untuk mengatasi faktor penghambat dari

implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009

tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
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adalah melalui beberapa jalan, yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi
pada kementerian kehutanan, menghimpun stake holder guna menentukan
jumlah kebutuhan kayu lokal serta penentuan harga. Selain itu, pemerintah
daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kehutanan juga sempat
membuat draft peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemberian
izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) untuk kebutuhan lokal di
Kabupaten Bulungan. Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan ini
juga belum bisa dikatakan berhasil mengatasi hambatan yang ada karena
sampai saat ini belum ada upaya yang terlaksana sesuai dengan target yang
diinginkan.
C. Pembahasan
Pada bagian sebelumnya telah diuraikan data dan hasil yang diperoleh
melalui  pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian sebelumnya telah
menunjukkan secara singkat mengenai implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan
Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal dalam mengatasi kelangkaan bahan baku
kayu untuk kebutuhan lokal di Kabupaten Bulungan, faktor yang
menghambat serta upaya yang dilaksanakan menangani hambatan dalam
implementasi kebijakan tersebut. Lebih lanjut, peneliti menguraikan
mengenai ketiga faktor tersebut dalam kaitannya dengan teori terkait analisis
implementasi kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat

diketahui efektivitas implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
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P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk
Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan. Penelitian juga mengungkap
beberapa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan
Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal serta upaya-upaya yang telah dilakukan
pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut. Menurut pendapat Drucker
(1984) yang dikutip Moenir (2006: 166), yaitu efektivitas pada sisi lain
menjadi kemampuan untuk memilih sasaran dan hasil yang sesuai. Dengan
demikian, efektivitas implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk
Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari pecapaian
sasaran kebijakan itu sendiri. Artinya, Implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan
Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal dapat dikatakan efektif di Kabupaten
Bulungan apabila kebijakan tersebut dapat mengatasi kelangkaan bahan baku
kayu lokal di Kabupaten Bulungan.

Pada Bab II sebelumnya telah diuraikn bahwa Friedrich (1984) yang
dikutip Agustino, (2006: 7) mengatakan:

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-
kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan)
dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya
untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa kebijakan publik

merupakan serangkaian tindakan yang berawal dari adanya hambatan dan
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kesulitan. Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
Lokal berawal dari adanya masalahan publik mengenai kelangkaan bahan
baku kayu lokal. Namun demikian, setelah pelaksanaan penelitian dapat
disimpulkan bahwa bahan baku kayu lokal yang mengalami kelangkaan
adalah bahan baku kayu lokal yang legal dan jelas asal-usulnya. Di pasaran,
sampai dengan saat ini masih banyak beredar kayu ilegal yang tidak jelas
asal-usulnya.

Sampai dengan saat ini, implementasi Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal belum terlaksana dengan efektif. Pada aspek
pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif,
yaitu model linier dan model interaktif (Baedhowi, 2004: 47). Implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal termasuk pada model
linier, namun juga belum terlaksana dengan baik. Implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal bahkan baru sebatas wacana
antara pemerintah daerah dan pihak pengusaha. Hal ini disebabkan karena
belum adanya kesepakatan mengenai jumlah pasokan kayu yang dibutuhkan
di Kabupaten Bulungan dan juga belum ada penentuan harga yang sesuai
dengan biaya tinggi yang harus dikeluarkan untuk memproduksi kayu legal.

Biaya yang cukup tinggi dalam produksi kayu legal menyebabkan kayu
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tersebut tidak mampu bersaing di pasaran dengan kayu yang kurang jelas
legalitasnya. Di sisi lain, masyarkaat membutuhkan kayu dengan harga yang
relatif murah dan sesuai dengan daya beli.

Syamsi (2008: 2), menyatakan bahwa efektivitas (hasil guna) ditekankan
pada efeknya, hasilnya, dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu
diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan
Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal belum dapat terlaksana secara efektif
juga disebabkan karena kurangnya kejelasan dari tahap dan tata cara
pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, juga tidak ada sanksi bagi
perusahaan yang tidak mentaati regulasi tersebut. Di lain pihak, pengusaha
juga memiliki keraguan akan hasil produksi kayu yang nantinya harus
disediakan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Pihak pengusaha meragukan
bahwa kayu yang akan diproduksi untuk kebutuhan lokal nantinya tidak tepat
sasaran atau tidak benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan kayu
lokal.

Hasil penelitian sebelumnya juga mengungkap adanya beberapa faktor
yang menjadi penghambat bagi implementasi Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal. Model implementasi kebijakan dari pemikiran
Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan 4 Model of the Policy
Implementation. Model pendekatan yang dirumuskan oleh Van Metter dan

Van Horn disebut dengan 4 Model of The Policy Implementation (Winarno,
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2008: 148). Sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter dan Van
Horn, adapun 6 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.
Faktor tersebut antara lain ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber
kebijkan, komunikasi antar organisasi terkait, karakteristik badan pelaksana,
kondisi ekonomi sosial dan politik, serta kecenderungan para pelaksana. Dari
keenam faktor tersebut, yang menjadi penghambat bagi implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal adalah ukuran dan
tujuan kebijakan, komunikasi, serta kondisi ekonomi sosial dan politik.

Kinerja implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
Lokal dapat diukur tingkat keberhasilannya apabila ukuran dan tujuan dari
kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel
pelaksana kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan antara lain menyangkut
sasaran kebijakan, kecermatan kebijakan, kejelasan kebijakan, dan kepuasan
masyarakat terhadap implementasi kebijakan publik tersebut (Winarno, 2008:
148). Ukuran kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
[1/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
Lokal kurang jelas namun tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan
di level masyarakat sehingga sulit direalisasikan hingga ke titik yang dapat
dikatakan berhasil.

Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat

dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan
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sangat kecil untuk terjadi (Winarno, 2008: 150). Dari segi komunikasi dapat
dikatakan bahwa komunikasi yang terjalin antar dinas pelaksana dan
pengusaha belum terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya
kesepakatan terkait jumlah kebutuhan kayu dan standar harga kayu di
pasaran. Selain itu, koordinasi antara pihak pemerintah dengan pengusaha
masih sebatas wacana dan berhenti pada tahap tersebut. Koordinasi
seharusnya menjadi mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal. Semakin baik
koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal, maka asumsinya
kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula
sebaliknya. Namun kenyataannya, tidak ada koordinasi yang baik antara
pemerintah dan pengusaha karena masih terganjal pada masalah yang ada.
Upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan
kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Winarno, 2008: 150). Kondisi
lingkungan eksternal terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor
kondisi sosial dan ekonomi yang menjadi peghambat dalam implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal terkait dengan
kebutuhan masyarakat akan bahan baku kayu dengan harga murah.

Sementara, biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi kayu legal
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cukup banyak sehingga harga jual lebih tinggi dibandingkan kayu ilegal yang
masih banyak beeredar di pasaran. Hal ini tentunya menjadi hambatan pula
dalam implementasi implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk
Kebutuhan Lokal. Selain itu, ada pula regulasi yang memberi celah bagi
penyalahgunaan sehingga menghasilkan kayu ilegal yang beredar di pasaran.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa Perusahaan Pemegang
[UPHHK-HA bersedia mengalokasikan kayu untuk kebutuhan lokal apabila
telah jelas jumlah kebutuhan kayu yang diperlukan di Kabupaten Bulungan
dalam satu tahun dan telah disepakatinya harga pokok penjualan. Penentuan
jumlah kebutuhan kayu yang ada di Kabupaten Bulungan belum optimal dan
belum terbangun sistem yang baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
melalui Dinas Kehutanan sebagai Implementator seharusnya lebih proaktif
khususnya dalam penentuan jumlah kebutuhan kayu pertahun dan
membangun sistem sehingga kebutuhan kayu pertahun dapat secara cepat dan
berlanjut diketahui.

Pemerintah Daerah Kacbupaten Bulungan pada dasarnya sudah mencoba
meyelesaikan permasalahan dalam implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan
Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal dengan melakukan beberapa upaya.
Upaya yang telah dilaksanakan antara lain melakukan koordinasi dan
konsultasi pada Kementerian Kehutanan, menghimpun stake holder guna

menentukan jumlah kebutuhan kayu lokal serta penentuan harga, dan
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membuat draft peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemberian izin
pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) untuk kebutuhan lokal di Kabupaten
Bulungan. Namun upaya yang dilakukan tersebut juga belum membuahkan
hasil dan belum mampu mengatasi faktor penghambat dalam implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal. Korten (1970) (dalam
Akib dan Tarigan, 2000: 3) membuat model kesesuaian implementasi
kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran.
Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika
terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama,
kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa
yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok
sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi
pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program
dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara
kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara
syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program
dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Ketiga
faktor ini yang perlu dibenahi agar implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan

Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal dapat terlaksana dengan efektif.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan hasil-hasil penelitian. Berdasarkan
uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran terkait dengan hasil
penelitian ini. Keseimpulan dan saran yang dapat diberikan penelitian adalah
sebagai berikut.

A. Kesimpulan
Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
belum terlaksana secara efektif di Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat
diketahui dari masih terjadinya kelangkaan bahan baku kayu yang legal untuk
kebutuhan lokal. Kelangkaan bahan baku kayu lokal yang legal menyebabkan
pembangunan dan usaha industri hilir menjadi terhambat, sehingga tak jarang
kayu ilegal yang tidak jelas asal usulnya menjadi jalan keluar bagi kelangkaan
kayu tersebut. Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk
Kebutuhan Lokal juga berjalan tidak efektif karena belum pernah terlaksana

sepenuhnya.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa faktor
yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk

Kebutuhan Lokal sehingga tidak dapat berjalan efektif. Faktor penghambat
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tersebut antara lain ukuran tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi
pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Ukuran
kebijakan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal belum jelas
karena peraturan tidak rinci sedangkan tujuan implemetasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan
Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal terlalu ideal untuk diimplementasikan
dalam kondisi masyarakat pada saat ini. Komunikasi yang terjadi antara dinas
pelaksana dengan pengusaha belum mencapai kesepakatan, terutama
mengenai jumlah pasokan kayu yang dibutuhkan dan mengenai harga kayu.
Kondisi sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan kondisi masyarakat yang
membutuhkan adanya bahan baku kayu dengan harga murah, sementara biaya
yang harus dikeluarkan untuk produksi kayu legal cukup besar. Selain itu,
masalah sosial yang muncul adalah karena penebangan kayu telah menjadi
mata pencaharian dari penduduk yang berada di sekitar hutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada dasarnya telah
melakukan beberapa upaya untuk megatasi faktor penghambat implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal. Upaya yang
dilakukan antara lain koordinasi dan konsultasi pada Kementerian Kehutanan,
menghimpun stake holder guna menentukan jumlah kebutuhan kayu lokal
serta penentuan harga, dan membuat draft peraturan bupati tentang petunjuk

pelaksanaan pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) untuk
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kebutuhan lokal di Kabupaten Bulungan. Namun demikian, upaya yang
dilakukan tersebut juga belum berhasil mengatasi faktor penghambat
implementasi kebijakan.
B. Saran
Saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan diharapkan dapat lebih berperan
dalam mengarahkan dan memperbaiki komunikasi dengan pihak
pengusaha, serta membuat, mengusulkan, dan melaksanakan regulasi yang
dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan situasi di Kabupaten
Bulungan.

2. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan diharapkan melakukan revisi
terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-I1I/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan Lokal dengan
Peraturan yang lebih jelas dan rinci serta memuat prosedur pelaksanaan
dan sanksi bagi perusahaan yang tidak bersedia melaksanakan ketentuan
tersebut.

3. Peneliti selajutnya diharapkan dapat melakukan wupaya untuk
mengembangkan peneltian ini agar memperoleh hasil yang lebih baik
dengan cara membandingkan implementasi kebijakan pada suatu daerah
dengan daerah lainnya sehingga dapat diketahui faktor internal dan

eksternal dari penyebab kegagalan implementasi kebijakan.
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Lampiran 1-Pedoman Wawancara
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DI KABUPATEN BULUNGAN

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA
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EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DI KABUPATEN BULUNGAN
(Untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan)

A. Identitas Nara Sumber
Nama D e e
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Usia e tahun
Jabatan e
Pendidikan Terakhir e

B. Pertanyaan

1. Bagaimanakah perencanaan dari implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?
Mohon jelaskan!

2. Adakah program-program yang dilaksanakan dalam implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di
Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan!

3. Sarana dan prasarana apa yang digunakan dalam implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten
Bulungan? Mohon jelaskan!

4. Siapa saja yang berperan dalam implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?
Mohon jelaskan!

5. Bagaimanakah pembagian tugas dan tanggung jaab bagi pelaksana
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
di Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan!

6. Bagaimanakah proses implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.7/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?
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7. Apakah implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
Lokal di Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan rencana?

8. Adakah peraturan lain yang terkait dengan implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten
Bulungan agar berjalan dengan efektif? Mohon jelaskan!

9. Menurut Anda, apakah proses implementasi Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku
Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan telah berjalan
dengan efektif?

10. Adakah indikator yang menjelaskan bahwa implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1I/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten
Bulungan telah berjalan dengan efektif?

11. Siapakah yang bertanggung jawab melakuan pengawasan terhadap
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
di Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan!

12. Bagaimana pengawasan terhadap implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan
dilaksanakan? Mohon jelaskan!

13. Bagaimanakah keberhasilan pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-I1I/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?
Mohon jelaskan!

14. Adakah tujuan yang jelas dalam implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?
Mohon jelaskan!

15. Bagaimanakah target kerja yang ditetapkan pemerintah daerah dalam
proses implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
Lokal di Kabupaten Bulungan?

16. Selama ini, apakah implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
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untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan mampu mencapai target
kerja yang ditetapkan?

17. Mohon jelaskan ruang lingkup dari implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

18. Adakah anggaran yang tersedia untuk implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?
Bagaimana alokasinya?

19. Dinas apa saja yang terkait dalam implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

20. Bagaimanakah komunikasi antar dinas yang terkait dalam implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di
Kabupaten Bulungan?

21. Apakah dinas yang terkait dalam implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan
memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan? Mohon
jelaskan!

22. Apakah dinas yang terkait dalam implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan
bersikap disiplin dalam melaksanakan kebijakan? Mohon jelaskan!

23. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kabupaten Bulungan?
Apakah dapat mendukung implementasi Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku
Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan memiliki komitme
yang kuat untuk melaksanakan kebijakan? Mohon jelaskan!

24. Bagaimanakah sikap sumber daya manusia pelaksana dalam implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1I/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di
Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan!

25. Adakah kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
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tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
di Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan!

26. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi
kendala implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
Lokal di Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan!

27. Apakah perlu penanganan khusus terhadap faktor-faktor yang
menghambat implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?
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LEMBAR PENILAIAN
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DI KABUPATEN BULUNGAN
(Untuk Perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Alam (IUPHHK-HA)

C. Identitas Nara Sumber
Nama e e
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
Usia e et e tahun
Jabatan e e
Pendidikan Terakhir e

D. Pertanyaan

1. Apakah Anda memahami Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-I1I/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

2. Apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah terkait implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1I/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di
Kabupaten Bulungan?

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

4. Faktor-faktor apakah yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan
proses implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
Lokal di Kabupaten Bulungan?

5. Menurut anda, apakah implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan sudah berjalan dengan
baik?

6. Adakah permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten
Bulungan?
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7. Adakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi
dalam proses implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan!

8. Menurut Anda, bagaimanakah cara yang tepat untuk mengatasi
permasalahan dalam proses implementasi Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku
Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

9. Adakah strategi yang dilaksanakan agar proses implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten
Bulungan dapat berjalan dengan baik?

10. Apakah strategi tersebut tersebut telah memberikan hasil yang signifikan
dalam menangani masalah proses implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

11. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai sumber daya manusia pelaksana
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
di Kabupaten Bulungan?

12. Menurut Anda, apakah yang menyebabkan kelangkaan bahan baku kayu
untuk kebutuhan lokal di Kabupaten Bulungan?

13. Menurut Anda, apa saja faktor yang mempengaruhi kelangkaan bahan
baku kayu untuk kebutuhan lokal di Kabupaten Bulungan?

14. Menurut Anda, bagaimana strategi yang harus dijalankan untuk mengatasi

kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal di Kabupaten
Bulungan?
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LEMBAR PENILAIAN
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL

DI KABUPATEN BULUNGAN
(Untuk DPRD)
A. Identitas Nara Sumber

Nama DO
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Usia s tahun
Jabatan e ettt eeeeens
Pendidikan Terakhir e ettt

B. Pertanyaan

1. Bagaimanakah pendapat bapak/Ibu mengenai ukuran kebijakan yang
terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

2. Bagaimanakah pendapat bapak/Ibu mengenai tujuan kebijakan yang terkait
dengan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
[1/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
Lokal di Kabupaten Bulungan?

3. Bagaimanakah sumber daya manusia pelaksana implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten
Bulungan?

4. Bagaimanakah sumber keuangan dalam implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-I11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

5. Bagaimanakah fasilitas yang dapat digunakan dalam implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di
Kabupaten Bulungan?

6. Bagaimanakah komunikasi antara penyusun Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku
Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan dengan Dinas
Kehutanan sebagai dinas pelaksana?
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7. Bagaimanakah komunikasi antara Dinas Kehutanan sebagai dinas
pelaksana dengan masyarakat?

8. Bagaimanakah karakteristik Dinas Kehutanan sebagai dinas pelaksana
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
di Kabupaten Bulungan?

9. Adakah pengaruh implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan terhadap kondisi
ckonomi, sosial, dan politik?

10. Bagaimanakah tanggapan Dinas Kehuutanan terhadap implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1I/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di
Kabupaten Bulungan?

11. Faktor-faktor apakah yang mendukung implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan
terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik?

12. Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

13. Apakah masih terjadi kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal
di Kabupaten Bulungan?

14. Menurut Anda, apa saja faktor yang mempengaruhi dan menjadi penyebab
kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal di Kabupaten
Bulungan?

15. Menurut Anda, bagaimana strategi yang harus dijalankan untuk mengatasi
kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal di Kabupaten
Bulungan?

16. Menurut Anda, apakah implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan sudah mampu mengatasi
kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal di Kabupaten
Bulungan?
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LEMBAR PENILAIAN
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DI KABUPATEN BULUNGAN
(Untuk Kelompok Masyarakat)

A. Identitas Nara Sumber

Nama e
Jenis Kelamin . Laki-laki / Perempuan

Usia e e tahun
Jabatan e
Pendidikan Terakhir e s

B. Pertanyaan

1. Apakah Anda memahami Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

2. Apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah terkait implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1I/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di
Kabupaten Bulungan?

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

4. Faktor-faktor apakah yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan
proses implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-
1172009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan
Lokal di Kabupaten Bulungan?

5. Menurut anda, apakah implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan sudah berjalan dengan
baik?

6. Adakah permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman
Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten
Bulungan?
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7. Adakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi
dalam proses implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan? Mohon jelaskan!

8. Menurut Anda, bagaimanakah cara yang tepat untuk mengatasi
permasalahan dalam proses implementasi Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.7/Menhut-I11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku
Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

9. Apakah strategi tersebut tersebut telah memberikan hasil yang signifikan
dalam menangani masalah proses implementasi Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan
Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan?

10. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai sumber daya manusia pelaksana
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
di Kabupaten Bulungan?

11. Apakah masih terjadi kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal
di Kabupaten Bulungan?

12. Menurut Anda, apakah yang menyebabkan kelangkaan bahan baku kayu
untuk kebutuhan lokal di Kabupaten Bulungan?

13. Menurut Anda, apakah yang menyebabkan kelangkaan bahan baku kayu
untuk kebutuhan lokal di Kabupaten Bulungan?

14. Menurut Anda, bagaimana strategi yang harus dijalankan untuk mengatasi
kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal di Kabupaten
Bulungan?

15. Menurut Anda, apakah implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan sudah mampu megatasi
kelangkaan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal di Kabupaten
Bulungan?
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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 7/Menhut-11/2009

TENTANG
PEDOMAN PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan kayu lokal banyak diminta oleh masyarakat
melalui Bupati/Walikota atau DPRD Kabupaten/Kota dan
diperlukan guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan
kayu untuk individu dan untuk penanggulangan bencana alam
yang ada di Kabupaten/Kota;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang
perlu menetapkan pemenuhan kebutuhan kayu lokal di tingkat
Kabupaten/Kota dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4134);

4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4151);

5. Undang-Undang...
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5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4207);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

12. Peraturan...
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun
2008;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-11/2004
tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-I1I/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Nomor P.64/Menhut-11/2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006
tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari
Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Mehut-
11/2007;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-11/2006
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.63/Mehut-11/2006;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-11/2007
tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan
Restorasi Ekosistem Pada Hutan Produksi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.40/Menhut-11/2007;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-I11/2007
tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Nomor P.11/Menhut-11/2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-11/2007
tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Nomor P.12/Menhut-11/2008;

21. Peraturan...
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21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-11/2007
tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan
Tanaman, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Nomor P.5/Menhut-11/2008;

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-11/2007
tentang Petunjuk Teknis Tata cara Pengenaan, Pemungutan,
dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan
Dana Reboisasi (DR);

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-11/2007
tentang Hutan Kemasyarakatan;

24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-11/2008
tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN
PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN
LOKAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kebutuhan kayu lokal adalah usaha untuk memenuhi pasokan kayu bulat dan
atau kayu olahan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota dalam rangka untuk
kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.

2. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin
untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan
pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume
tertentu.

3. Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat
IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber
daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan
produksi.

4. Izin pemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk
memanfaatkan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan
produksi yang dikonversi, penggunaan kawasan hutan produksi atau hutan
lindung dengan status pinjam pakai, tukar menukar, dan dari Areal Penggunaan
Lain (APL) yang telah diberikan izin penggunaan lahan.

5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang
selanjutnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin usaha untuk
memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan,
pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan; pengolahan dan
pemasaran hasil hutan kayu.

6. 1zin...
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6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang
selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
(HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
(IUPHHK-HT) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan
produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan
kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku
industri.

7. Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan hasil hutan kayu.

8. Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang
dibebani hak atas tanah.

9. Hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan
tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi
lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan,
mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka
mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem
penyangga kehidupan.

10.1zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat yang
selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan
produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan
potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam
rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

11.Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah dokumen angkutan yang
diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan,
penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang diangkut secara
langsung dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara dan telah melalui
proses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH dan atau DR.

12.Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan
oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan, dipergunakan dalam
pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal
dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di
kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau
kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar
kawasan.

13.Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang
diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil
hutan berupa kayu olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih
dan Laminated Veneer Lumber (LVL).

14.Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya PSDH adalah pungutan yang
dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil
hutan yang dipungut dari hutan Negara.

15. Dana...

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42171.pdf

15.Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan
rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

16.Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang
kehutanan.

17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung
jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.

18.Dinas Provinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang
kehutanan di daerah provinsi.

19.Dinas Kabupaten adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang
kehutanan di daerah kabupaten.

BAB 11
SUMBER KAYU

Pasal 2
Pemenuhan sumber kayu lokal antara lain dari :

1. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);

3. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);

4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA);

5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
6. Kayu Olahan (KO);

7. Kayu Hasil Lelang (KHL);

8. Hutan Hak/Hutan Rakyat (HR);

9. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR);

10.Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Bagian 1
Cara mendapatkan kayu dari IPHHK

Pasal 3

(1) Dalam rangka memperoleh kayu dari IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 angka 1, Bupati/Walikota wajib mendata jumlah penduduk di sekitar/di dalam
hutan yang memerlukan kayu lokal.

(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota dapat
menerbitkan IPHHK.

(3) Tata cara pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan
Kayu pada hutan produksi diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(4) Dokumen pengangkutan kayu untuk kepentingan umum dan bencana alam
menggunakan SKSKB cap "“Kalok” setelah dibayar PSDH.

Bagian 2...
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Bagian 2
Cara mendapatkan kayu dari Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
(IUPHKm)

Pasal 4

(1) Dalam rangka memperoleh kayu dari hutan kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, Bupati/Walikota wajib mendata jumlah
IUPHKm yang diterbitkan.

(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota,
mengetahui kekurangan dan/atau kelebihan kayu untuk kebutuhan lokal.

(3) Dalam hal terjadi kekurangan Bupati/Walikota dapat mencari sumber lain sesuai
Pasal 2

(4) dalam hal terjadi kelebihan Bupati/Walikota dapat mendistribusikan ke
Kabupaten/Kota di sekitarnya yang memerlukan kayu lokal.

(5) Tata cara pemberian IUPHKm diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(6) Dokumen pengangkutan kayu dari IUPHKm untuk kepentingan umum dan
bencana alam menggunakan SKSKB cap “Kalok” setelah dibayar PSDH.

Bagian 3
Cara mendapatkan kayu dari IPK

Pasal 5

(1) Dalam rangka memperoleh kayu dari IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
angka 3, Bupati/Walikota wajib mendata jumlah IPK yang diterbitkan.

(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota,
mengetahui kekurangan dan/atau kelebihan kayu untuk kebutuhan lokal.

(3) Dalam hal terjadi kekurangan Bupati/Walikota dapat mencari sumber lain sesuai
Pasal 2.

(4) Dalam hal terjadi kelebihan Bupati/Walikota dapat mendistribusikan ke
Kabupaten/Kota di sekitarnya yang memerlukan kayu lokal.

(5) Tata cara pemberian IPK diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(6) Dokumen pengangkutan kayu dari IPK untuk kepentingan umum dan bencana
alam menggunakan SKSKB cap “Kalok” setelah dibayar PSDH dan DR.

Bagian 4
Cara mendapatkan kayu dari IUPHHK-HA

Pasal 6

(1) Pemenuhan kebutuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4
diperoleh dari RKT paling banyak sebesar-besarnya 5 % (lima persen) dari
realisasi RKT, berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) dan/atau Kayu Bulat Sedang (KBS),
dan/atau Kayu Bulat Besar (KB).

(2) Pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi dengan
FAKB cap "Kalok” setelah dibayar PSDH dan DR.

(3) Dalam hal menggunakan SI-PUHH Online, barcode untuk kebutuhan kayu lokal
dengan warna barcode pink (merah muda).

Pasal 7...
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Pasal 7

(1) Dalam hal KB diperlukan untuk kebutuhan kayu lokal dan atau kebutuhan kayu
khusus untuk keperluan bencana alam, pemenuhan kewajiban terhadap negara
berupa PSDH dan DR dapat dibayar dengan tarif yang disetujui oleh Menteri
Keuangan berdasarkan usulan Menteri.

(2) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat
rekomendasi dari Bupati/Walikota yang berisi antara lain perkiraan jumlah dan
volume KB yang diperlukan, lokasi dan jenis kerusakan akibat bencana alam.

Bagian 5
Cara mendapatkan kayu dari IUPHHK-HT

Pasal 8

(1) Pemenuhan kebutuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5
diperoleh dari RKT terkait dengan kegiatan penyiapan lahan paling banyak
sebesar-besarnya 5 % (lima persen) dari realisasi RKT, berupa Kayu Bulat Kecil
(KBK) dan/atau Kayu Bulat Sedang (KBS), dan/atau Kayu Bulat Besar (KB).

(2) Pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi dengan
FAKB cap "Kalok” setelah dibayar PSDH dan DR.

(3) Dalam hal menggunakan SI-PUHH Online, barcode untuk kebutuhan kayu lokal
dengan warna barcode pink (merah muda).

Pasal 9

(1) Dalam hal tidak ada kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1), Pemegang izin wajib menyediakan kayu diameter terbesar dari
tebangan HTI untuk kayu pertukangan guna kebutuhan lokal sebesar-besarnya
5 % (lima persen) dari realisasi RKT.

(2) Pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi dengan
FAKB cap "“Kalok” setelah dibayar PSDH.

Bagian 6
Cara mendapatkan kayu dari Kayu Olahan

Pasal 10

(1) Pemenuhan kebutuhan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6
diperoleh dari Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) paling
banyak 5 % (lima persen) dari produk kualitas lokal.

(2) Pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi dengan
FAKO.

Bagian 7
Cara mendapatkan kayu dari Hasil Lelang
Pasal 11

(1) Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota mendata informasi terkait pelaksanaan lelang

kayu hasil temuan, sitaan, dan rampasan.
(2) Berdasarkan...
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(2) Berdasarkan informasi sebagimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas
Kabupaten/Kota menetapkan kepada pemenang lelang untuk menjual hasil
lelang paling banyak sebesar 5 % (lima persen) guna memenuhi kebutuhan
lokal.

(3) Pengangkutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilindungi dengan
SAL.

(4) Dalam hal pemenang lelang tidak mendistribusikan hasil lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan SAL.

Bagian 8
Cara mendapatkan kayu dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat

Pasal 12

(1) Dalam rangka memperoleh kayu dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, Bupati/Walikota wajib mendata
jumlah Hutan Hak atau Hutan Rakyat yang ada di wilayahnya.

(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota,
mengetahui kekurangan dan/atau kelebihan kayu untuk kebutuhan lokal.

(3) Dalam hal terjadi kekurangan Bupati/Walikota dapat mencari sumber lain sesuai
Pasal 2.

(4) Dalam bhal terjadi kelebihan Bupati/Walikota dapat mendistribusikan ke
Kabupaten/Kota disekitarnya yang memerlukan kayu lokal.

(5) Tata cara pemberian Hutan Hak atau Hutan Rakyat diatur dengan Peraturan
Menteri tersendiri.

(6) Dokumen pengangkutan kayu dari Hutan Hak atau Hutan Rakyat untuk
kepentingan umum dan bencana alam menggunakan dokumen sesuai Peraturan
Menteri Kehutanan tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Bagian 9
Cara mendapatkan kayu dari HTHR

Pasal 13

(1) Dalam rangka memperoleh kayu dari HTHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 angka 9, Bupati/Walikota wajib mendata jumlah HTHR yang ada di
wilayahnya.

(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota,
mengetahui kekurangan dan/atau kelebihan kayu untuk kebutuhan lokal.

(3) Dalam hal terjadi kekurangan, pemenang lelang tegakan HTHR wajib
mengalokasikan produksinya paling banyak 5 % (lima persen).

(4) Tata cara pemberian HTHR diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(5) Dokumen pengangkutan kayu dari HTHR untuk kepentingan umum dan bencana
alam menggunakan dokumen SKSKB cap “Kalok”.

Bagian 10...
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Bagian 10
Cara mendapatkan kayu dari IUPHHK-HTR

Pasal 14

(1) Dalam rangka memperoleh kayu dari IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 angka 10, Bupati/Walikota wajib mendata jumlah IUPHHK-HTR
yang ada di wilayahnya.

(2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota,
mengetahui kekurangan dan/atau kelebihan kayu untuk kebutuhan lokal.

(3) Dalam hal terjadi kekurangan Bupati/Walikota dapat mencari sumber lain sesuai
Pasal 2.

(4) Dalam hal terjadi kelebihan Bupati/Walikota dapat mendistribusikan ke
Kabupaten/Kota disekitarnya yang memerlukan kayu lokal.

(5) Tata cara pemberian IUPHHK-HTR diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(6) Dokumen pengangkutan kayu dari HTHR untuk kepentingan umum dan bencana
alam menggunakan dokumen SKSKB cap “Kalok”.

BAB III
PENETAPAN HARGA

Pasal 15

Untuk melindungi harga kayu kebutuhan lokal dari spekulan, Bupati/Walikota
menetapkan harga dasar penjualan kayu lokal berdasarkan hasil kesepakatan
antara Pemerintah Daerah, asosiasi dan/atau pengusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2.
BAB IV
PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pasal 3
sampai dengan Pasal 14,

(2) Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Pasal 3 sampai
dengan Pasal 14 kepada Menteri c.q.Direktur Jenderal.

(3) Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten melaksanakan pengawasan peredaran
hasil hutan kayu lokal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 12/Kpts-11/1996 tentang Kewajiban Pemegang
Hak Pengusahaan Hutan Menyediakan Dan Menjual Sebagian Hasil Produksinya
Untuk Keperluan Pembangunan Daerah dan/atau Masyarakat dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 18...
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Pasal 18
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Pebruari 2009

MENTERI KEHUTANAN
ttd
H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR : 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001
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TRANSKRIP WAWANCARA

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DI KABUPATEN BULUNGAN
(Untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan)

E. Identitas Nara Sumber

Nama : Ismail, S.Hut M.Si.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Dinas Kehutanan  Kabupaten
Bulungan

Kode Wawancara : DWWCRI

F. Percakapan

P : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, baik Pak seperti saya
sampaikan beberap waktu yang lalu bahwa saya perlu melaukan
wawancara tentang implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu
untuk Kebutuhan Lokal khususnya di Kabupaten Bulungan. Maka ada
beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak.

[ :Ya,lanjut
P :Sejauh mana yang bapak ketahui tentang implemetasi Permenhut ini
Pak?

I : Terimakasih, masalah pemenuhan kayu lokal di Kabupaten Bulungan,,
mungkin ini salah satu hal yang menjadi perhatian dari Pemda. Karena
yang seperti kita tahu, sistem pembangunan di Kabupaten Bulungan ini
tidak semata menggunakan betonisasi tapi kayu juga dibutuhkan, baik
untuk pembangunan pemerintah maupun untuk masyarakat sendiri. Itu
untuk kebutuhan lokal. Mengacu ke acuan yang ada, kita pernah
berkoordinasi dengan lintas SKPD berkaitan berapa kebutuhan kayu
lokal dari sektor SKPD, untuk mendukung kebutuhan daerah, baik sosial,
ibadah, dan lain sebagainya. Secara riil kita menemukan bahwa memang
ada kebutuhan masyarakat secara riil untuk membangun rumah. Itu
faktor riil. Artinya, memang patut ditegaskan kebutuhan masyarakat
secara riill untuk pemenuhan kayu lokal itu sekarang ini masih
dibutuhkan. Tinggal, dengan mengacu ke rambu P7, disitu kalau tidak
salah dari beberapa item yang ada, satu-satunya yang dapat kita andalkan
saat ini mungkin pemenuhan kuota. Dari sekian item itu mungkin
menggunakan kayu HTR, kayu hutan rakyat, sedangkan riilnya itu kan
beulm optimal bisa kita gunakan, jenis tertentu. Menggunaan sekau itu
untuk kebutuhan tertentu, sedangkan kebutuhan rayat itu mungkin bukan
sekau, sehingga ita perlu kuota dan mungkin kita terkendala di
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kemampuan daya beli masyarakat. Dari P7 yang ada, pemenuhan itu

sendiri.

P : Berarti dari perencanaan implementasi kebijakan itu sendiri sudah pernah
diaksanakan ya Pak?

I : Pernah, seperti yang diamanatkan dari P.7, Bupati mempunyai kekuatan

lah saya anggap, seperti itu, karena diamanatkan disitu bisa berunding
dengan pemilik IUPHHK, pemuatan kuota tadi, sekian persen, sekian
persen dari hutan alam berapa, itu ada. Ada bupati melakukan
perundingan dengan pengusaha di sektor kehutanan untuk pemanfaatan
kuota. Penekanannya disini, penempatan kuota itu artinya menetapkan
harga patokan yang bersifat sosial. Pernah itu dilakukan. Tapi lagi-lagi
itu belum ketemu titik temu. Karena usaha kehutanan saat ini lebih ke
kondisi yang komersil. Nah, kemampuan kita untuk, karena disini tidak
bisa juga kita langsung bisa menekan sekian harga patokan. Inilah belum
final, berapa harga sosial yang bisa dilayak kuota itu sebagai harga sosial
lah yang bersifat sukarela. Akhirnya, dari kuota yang kita peroleh,
rendemen yang kita peroleh, harga jual yang kita peroleh paling tidak
tidak jauh dengan kondisi kayu yang ada di masyarakat sekarang ini,
yang mohon maaf, non dokumen lah. Itu kan riil.

P : Berarti sudah ada Pak ya, program-program dari Dinas Kehutanan sendiri
untuk melaksanakan itu?

I :Sudah, sudah, dulu pernah kita perintahkan, menyurati camat camat
teritama. Camat terutama, camat, SKPD untuk menyampaikan tahun ini
berapa kebutuhan pembangunan jembatan, pembangunan masjid, kayu
untuk kebutuhan pembangnan sebagainya, itu ada.

: Ada himbauan begitu ya Pak? Berupa surat?

: Surat, surat.

: Untuk mengetahui berapa kuota

: Saya ndak buka dokumen, untuk mengetahui itu, kita tahu tuh, berapa
kebutuhan dari PU, dari Dinas Sosial. Semua sudah ada, angka-angka itu
sudah ada, dalam bentuk kubikasi.

P : Sudah ada ya Pak?

I : Sudah ada, cuma, lagi-lagi kembali, daya beli. Ini kan kondisi riil. Harga
riil yang ada di pasaran, yang ada di pasaran, dengan ya, katakan pasar
gelaplah seperti itu, itu kan terukur angkanya itu. Dengan kita terapkan
pola kuota dengan sudah memenuhi kewajiban-kewajiban ke negara, DR,
PSDH, biaya operasional, berapa biaya supaya survive-nya perusahaan
ini harga riilnya itu, lebih tinggi, lebih tinggi harga ketika kita beli kuota
daripada harga riil yang konteks pasar gelap. Ini kan sulit nih. Itulah
dilema yang terjadi.

P : Mungkin kembali ke pertanyaan awal Pak. Menyangkut program tadi.
Artinya, kalau Dinas Kehutanan sudah ada program seperti itu, sudah ada
pelaksanaan kegiatan seperti menyurati, kemudian ada rapat, itu sumber
anggarannya apa memang ada dinas mengalokasikan khusus, misalnya
kegiatan tahunan ini ada memang khusus untuk mendata, atau dia berupa

_

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42171.pdf

ikutan-ikutan saja? Artinya ada kegiatan yang sifatnya tidak secara
khusus, begitu?

[ : Begini, ketika kita keluar, ini kan ada keluhan dari masyarakat. Ada
illegal logging, dan sebagainya, dan kita juga ada saksi ahli dari
kepolisian, dan lain sebagainya. Kita kan menyikapi itu. Bertepatan pula
dengan keluarnya P7. Kondisi riil kita, kebutuhan kayu lokal kita kurang,
dari sisi legal formal, kan kita kurang. Kalau yang lain ini kan tidak bisa
ita anggap. Karena nyataya ini ada lah, itu juga dari saksi ahli, polisi
sering nangkap. Nah moment ini kita gunakan untuk mendata, berapa
kebutuhan riil. Ini kan ada keluhan kekurangan kayu lah, dan lain
sebagainya. Jadi ini kita mendata, berapa user. Kalau kehutanan kan
tidak terlalu butuh. Paing ya user yang lain, yang seperti saya katakan
tadi, ada PU, ada pembangunan masjid, ada pembangunan langgar, dan
sebagainya, inilah kita mendata ke SKPD. Kalau dari masyarakat belum
kita mendata. Belum kita menyentuh lebih jauh dari sisi masyarakatnya,
belum. Dari SKPD saja. Walaupun dari sisi masyarakat, kebutuhan
masyarakat tadi juga asumsi data saja sebenarnya. Tapi kalau yang betul-
betul ada angkanya itu dari SKPD, sekian kubik, sekian ribu, itu sudah
ada. Itu sudah ada sejak 2009. Kita sudah mendata juga, mengacu kepada
ini, mau kita buat waktu itu Peraturan Bupat yang mengarah ke sana.
Kalau titik temunya tadi, harga sosialnya ketemu. Itu kan intinya saja.

P : Dimana saya kira-kira bisa mendapatkan data tentang itu Pak. Kemana
bisa saya telusuri?

I :Coba ke Bidang Peredaran. Soalnya waktu saya di peredaran dulu
memang data itu ada. Coba ke peredaran, surat-surat kita minta kelarga
jawaban berapa tertulis dari SKPD. Dan mungkin telaah-telaah itu sudah
ada. Riilnya mungkin sudah sampai mengundang pengusaha, yang
dipimpin Pak Bupati.

P : Mohon maaf Pak, berarti dalam proes pelaksanaan program kemaren,
sarana yang digunakan itu sarana dari pemerintah ya? Misalnya aktu
mendata, waktu apa, sarana dan prasarana yang digunakan itu memang
diprogramkan atau memang sudah ada?

I :Saya belum jelas, soal sarana prasarana.jadi begitu ada surat tentang
kurangnya kebutuhan kayu lokal yang ada di pasaran, sementara
permintaan cukup tinggi, terus ada moment P7 keluar, terus, oh, kalau ini
bisa kita gunakan. Bisa ndak kita bernego dari pemilik-pemilik ni, kita
minta kuotanya, kita minta harga bersifat sosialnya, akhirnya kalau kayu
gelondongan kita beli dengan harga sekian, rendemen 50% dengan harga
sekian, harga jual kan bisa diatur kalau harga pembeliannya ini. Kalau
harganya, katakanlah 1 kubik 2 juta.

P : Berarti sebelum Permenhut Nomor 7 ini keluar, memang ada reaksi dari
masyarakat bahwa kayu ini kurang? Dari SKPD memang ada
menyarankan bahwa kayu kurang. Jadi memang dasar dari peraturan ini
bahwa salam satu pertumbangannya adalah ada permintaan dari DPRD
kemudian walikota se-Inndonesia yang meyatakan bahwa kayu itu
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kurang. Jadi berarti bahwa salah satu alasan keluarnya Permenhut itu tadi
untuk menjawab permasalahan itu Pa ya?

: Betul-betul

: Kemudian, artiya kan Dinas Kehutanan respon terhadap itu.

: Iya, iya

: Ya respon terhadap Permenhut itu, kemudian ingin melaksanakan, ingin

mengimplementasikan itu Permenhut. Kalau menurut Bapak siapa yang
berperan dalam Permenhut ini? Dalam mengimplemetasikan supaya bisa
berjalan. Kalau dari sisi kehutanan melihatnya bagaimana?

[ : Kayu, domain Dinas Kehutanan. Kalau sudah ngomong kayu, domain
Dinas Kehutanan. Kayu dalam konteks, baik persediaan, maupun
peredaran, atau legalitas dan penggunaan, itu kan domainnya kehutanan.
Saya pikir kehutananlah. Tapi saya pikir kehutanan semata, karena ini
bersifat lintas sektor dari segi aturan, upaya, tapi tanpa dukungan yang
lain, minimal katakanlah dari segi pengusaha. Apalagi ini kan bupati
berperan dalam merundingkan harga patokan tadi. Bukan Dinas, Kepala
Dinas Kehutanan saja, tapi bupati. Itu peranan asosiasi pegusaha di
sektor kehutanan itu sangat penting, sebagai kendalinya kita sebaiknya
juga melibatkan LSM yang konteksnnya secara riil kita butuh. LSM
dalam konteks kebutuhan kayu lokal dengan kondisinya yang riil saat ini,
ini kan kayu ilegal, ini kan ilegal logging, tidak terdokumentasi. Inilah
untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa inilah proses riil
adanya, inilai proses yang egal formal adanya. Justru salah satu bentuk
publikasi publik kita. Bahwa kondisi seperti ini riil, karena Dinas
Kehutanan kan tidak selalu mempunyai kemampuan menjangkau
masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Mungkin inilah salah satu
jalan panjangannya melalui media publikasi elektronik dan sebagainya,
dalam konteks wartawan L.SM yang secara riil mendukung program ini.

P : Berarti dalam pelaksanaan program implementasi itu, tadi kan ada
pertemuan, ini kan Bupati yang berperan Pak. Ada tidak di dalam
pelaksanaan itu pembagian tugas, pembagian wewenang untuk
menyikapi kelangkaan bahan baku tadi Pak. Artinya, menyikapi
Permenhut imi kan sudah ada payung hukum untuk itu kan? Jadi dalam
proes pelaksanaan implementasi, ada atau tidak pembagian tugas?

I  : Sebenarnya secara internal kita ini kan ada tadi. Secara internal Dinas.
Kita kan paling tidak, pernah konsolidasi ke dalam mengenai
pelaksanaan ini. Dari segi perencanaannya, dari segi pengamanannya,
dari segi pereddarannya, legalitas dokumen dan produksi, sebenarnya ini
internal, nah, secara internal sudah kita kaji. Kembali lagi ke awal, yang
user ini kan bukan dari Dinas Kehutanan. Jadi menanggapi surat yang
ada dari masyarakat, dan sebagainya seperti itu, mungkin kita sikapi,
mungkin jawaban saya muter lagi balik, kita undang pemilik IPK,
pemilik HPH kita undang, HTI kita undang, karena dari Permenhut 7
yang ada berapa item, sebelas, dua belas-kah, berapa item?

P : Sepuluh

a=Baniia=Ran
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[ : Sepuluh, itu hanya yang berpeluang tiga untuk diaplikasikan. Yang lain
tunggu-tunggu petunjuk Menteri, Julak, Juknis, yang saat ini belum
keluar, belum ada. Mau ngandalkan HTR, HTR belum mulai. Hutan
rakyat, hutan rakyat yang mana? Masyarakat perlu Meranti, bukan
Jambon, bukan ini, bukan itu, nah bahasa sepert ini.

P : Kalau menurut pendapat Bapak, apakah implementasi itu sudahh sesuai
rencana?

I : Implementasi, dari segi proses iya. Dari segi proses kita mengikuti alur
cerita yang ada di P7. Cuma dari segi hasil yang ada, kita belum ketemu
titik temu harga patokan yang bersahabat kalau dijual, terhadap pengguna
formal. Atinya yang menggunakan dokumen. Ini titik kendala kita yang
sebenarnya.

P : Ada ndak, artinya begini, yang saya maksudku, apakah ada faktor-faktor
ataupun apa yang bisa dilihat, tadinya kan sebelum Permenhut itu keluar
kan ayu terasa langka, kemudian dalam proses tadi, Bapak bilang proses
berjalan tapi belum sesuai harapan yang diinginkan. Tercapai tidak,
artinya, dengan keluarnya Permenhut ini, untuk mengatasi kelangkaan
bahan baku kayu lokal di Bulungan ini terjawab tidak Pak?

I : Belum, saya katakan belum. Jadi ada 2 sisi mata uang, kayak timbangan
saya lihat. Apabila pembobotan, 2 sisi timbangan, kalau sisi timbangan
yang satu kita genjot, yang lain terturun. Maksud saya gini, upaya
pemberantasan ilegal loging, menurut saya di Bulugan ini cukup
menggembirakan. Artinya tingkat keberhasilan menekan kayu ilegal,
berhasil. Tapi di sisi lain, terjadi keluhan-keluhan dalam masyarakat,
kayu semakin langka. Begitu, jadi satu berhasil, satu teriak. Artinya,
kebutuhan saya kenapa tidak bisa terpenuhi, itu di sisi lain.jadi kita mau
mengangkat yang mana ini?

P : Artiya, ketika Permenhut ini kan mengatur, menjadi payung hukum
untuk pemenuhan bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal, sementara di
satu sisi Bapak melihat bahwa sebenarnya kalau saya tangkap ini Pak ya,
terkesan bahwa sebenarnya kayu ini ada saja, tapi dalam konteks legal
formal itu tidak bisa dipertanggung jawabkan.

: Betul, itu fakta.

P : Artinya, Permenhut ini belum bisa menjawab permasalahan ya Pak?

[ :Belum, belum menyentuh keinginan masyarakat secara ini. Saya
melihatnya seperti itu. Betul-betul belum menyentuh. Karena dari segi
aplikatif saja. Dari sepuluh, mungkin tiga berpeluang, jadi hanya 30% aja
berpeluang, dari segi item penerobos tadi, hanya tiga dari tujuh, berarti
30%, hanya 30% saja yang bepeluang. Dari 30% ini, itu pemanfaatan
kuota yang ada, itu kan ada kuota, ada kuota JUPHHK, ada 1PK, ada
HTI, kalaupun ada HTR, kalau HTR ndak lah, bisa kita ngomong seperti
itu. Hanya ini, ada industri. Industri kan tergantung dari bahan baku ini.
Kalau kita mengambil bahan baku industri langsung kita ambil jadi kuota
ini, itu harga lebih mahal, malahan tidak terjangkau lagi.

P : Berarti di Bulungan ini lebih berpeluang penyediaan [UPHHK ya Pak?

I : Itu saja yang berpeluang, karena itu riil. Riil, ada produksi riil.

Lo
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P : Kalau IPK kan mungkin karena ijinnya setahun.

: Lebih fleksibel, kalau tahun ini ada, tahun depan ini, keberlanjutan
ketersediaan bahan baku itu tidak bisa menjadi jaminan ada. [IUPHHK
saja sebenarnya.

P : Kalau menurut pendapat Bapak, adakah peraturan lain yang menunjang
kegiatan Permenhut ini Pak? Atau adakah peraturan yang terkait?

: Peraturan yang terkait?

P : lya, yang terkait.

I : Saya lupa, peraturan pemerintah Nomor Berapa, ini sudah lama. Lahan-
lahan masyarakat yang bersifat privat, itu tidak dipungut DR-nya atau
tidak dipungut DR PSDH. Yang berat di kita ini kan gini, biaya
operasional, ditambah DR PSDH, itu kan kalau dibagi dari rendemen,
kan gitu. Orang ini kan tidak beli gelondongan, yang dibelinya kayu jadi.
Biaya operasional, DR PSDH, dibagi dua, rendemen berapa limit
keuntungan supaya perusahaan bisa lanjut, itu kan harga komersil yang
dipegang dari konsep niaga. Tapi kalau DR PSDH-nya itu bisa dianulir,
yang diperhitungkan adalah biaya operasional, pembelian bahan baku,
biaya operasional, tambah limit keuntungan. Kita sudah berupaya
menyampaikan kepada Kementerian Kehutanannya mengenai DR PSDH,
bahwa benar-benar untuk kebutuhan sosial, bukan komersil, itu dianulir.
Tapi sampai sekarang belum, kita ndak ketemu, belum dihapus, masih
tetap lah seperti itu.

P : kalau tadi Bapak katakan bahwa proses implementasi itu belum sesuai
dengan rencana, kalau misalnya dalam, efektif atau tidak Pak?

I :Saya tidak melihatnya dari proses implementasi dari rencana, berarti
rencana kan seharusnya bersifat aplikatif, tinggal kita bisa mengaplikasi
atau tidak, itu yang saya tangkap. Bukan tidak aplikatif, tapi
perencnaannya belum optimal, bagaimana kita bisa merencanakan
kondisi seperti ini kan. Lagi-lagi, satu, yang peting kemampuan beli Itu
saja, yang penting kemampuan beli, kalau kemampuan beli terjangkau,
dengan menggunakan kuota seperti tadi, mungkin ini bisa menjadi titik
temu, berap harga patok sosial tadi itu. Perusahaan sanggup beli sesuai
dengan harga prdagangan saja sudah bagus. Jangankan 5%, 20% saja
sudah, ambil.

P :Pak, dalam prosess kelangkaan bahan baku, kemudian ada payung
hukum Permenhut itu, Kepala Daerah atau pemerintah pernahkah
memberi target kepada Dinas Kehutanan selaku implementor? Misalnya,
ini harus terjawab, ini harus, tahun depan tidak ada lagi keluhan
masyarakat soal ini. Ini ada ndak?

1 :1la secara, retorika, memang niat baik untuk berbuat, untuk membuat
lebih baik dan sebagainya, itu SP manapun itu sama, ingin berbuat yang
terbaik kepada masyarakat, agar tidak ada keluhan, it sama. Tapi, lagi-
lagi kita kan bukan penentu tunggal, kita kan diatur oleh peraturan
undang-undang, pertuaran menteri yang bersifat nasional.

P : Menindaklanjuti pertanyaan beberapa waktu yan lalu Pak, soal
implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009

p—

p—
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tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
di Kabupaten Bulungan, bagaimana Bapak melihat komunikasi antar
instansi.

I :Ini kondisi riil yang pernah terjadi, bukan berbentuk wacana, seperti,
mungkin walaupun berulang, silahkan pilah saja, yang pernah kita
laksanakan adalah menyurati tadi, SKPD terkait, yang memiliki
kebutuhan, data itu sudah masuk di kita, kita telah memerintahkan
beberapa ini, berunding memanggil [UPHHK, dipimpin Pak Bupati, itu
untuk menentukan berapa harga patokan, itusudah. Juga pernah, bidang
peredaran coba mendata kebutuhan riil masyarakat melalui kecamatan.
Kita pernah menyurati Camat, berapa kebutuhan masyarakat, yang tadi
kan baru ke SKPD, kepentingan umum untuk mendukung program
pembangunan oleh masing-masing SKPD, untuk pembangunan fasilitas
umum yang mengacu pada APBD, it menyentuh SKPD. Kalau
masyarkaat sudah pernah juga ita mendata melalui koordinas dengan
pihak Kecaatan, itu mungin sebagian data terakomodir, sebagian itu
tidak. Itu yang pernah ita lakukan. Terkait koordinasi kita dengan SKPD
dan juga mengakomodir kepentingan masyarakat. Itu yang pernah kita
lakukan.

P : Bisakah kita menjawab apa saja hambatan yang terjadi dalam
impementasi?

I : Dari konteks P7 tadi? Sebenarnya dari peraturan yang ada, apabila kita
cermati, hanya tiga dari sepuluh yang dapat dilaksanakan. Sedangkan
yang tujuh tadi masih menunggu petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan
dari Kementrian Kehutanan, itu tidak kita otak atik, jadi 70% tidak kita
otak atik. Nah, yang tiga, tadi apa pertanyaannya? Soal kendala?

P : Iya, kendala.

[ : Nah, kendala ya itu tadi. Kendalanya, kemampuan belli, daya beli. Kalau
memang daya beli itu sanggup. Mungkin di APBD bisa, bisa kita otak
atik agar mampu membeli bahan baku, tapi dari segi masyarakat belum
tentu bisa Itu satu, kedua, konteks harus mengalir dari salah satunya
indstri primer kan. Industri primer ini kan padat modal. Perlu peralatan
yang disiapkan, apa segala. Kalau kalkulasi ekonominya tidak
memungkinkan, dalam konteks supply bahan baku tidak survive, tidak
tersedia setiap tahunnya, hanya mengandalkan [IUPHHK dan sebagainya,
itu harus juga ditindaklanjuti. Itu dengan stok dari [UPHHK dengan
rendemen 30% itu sanggup atau tidak membeli. Itu harus diperhitunkan
juga. Jadi dari segi bahan baku, dan dari segi layak niaganya itu tadi.

P : Kalau dilihat dari sisi kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Bulungan
bagaimana Pak? Apakah mendukung pelaksanaan itu atau tidak?
Misalnya penebang lokal, dan sabagainya bagaimana Pak?

I : Kalau dari sisi ekonomi itu berkaitan dengan daya beli, itu kemampuan
beli. Kalau dari sisi daya beli ini bisa kita akomodir, maka survive bahan
baku mengandalkan IUPHHK setiap tahun itu kita bisa. Jangankan 5%,
lebih dari itu juga bisa. Karena intinya, dari [UPHHK ini kan komersil.
Jangankan 5%, 10-12% pun sanggup. Seperti itu, kalau kalkulasi secara
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perdagangannya. Itu dari segi ekonomi. Dari segi penebangan liar itu PR
kita sebenarnya. Kita tidak membicarakan lebih jauh, karena tugas kita
untuk meredam itu. Kalau pemberantasan peneban liar, di satu sisi dapat
kita brantas, tapi di sisi lain lanka bahan baku di pasaran sekarang ini.
Bahan baku yang ilegal ya, bukan yang berdokumen. Itu PR Kehutanan
untuk menekan illegal logging, berarti menakan kayu yang beredar di
Kabupaten Bulungan secara ilegal.

P : Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala tadi?

: Upaya pemerintah pernah dan dilakukan berulang-ulang. Karena kita
pikir ini berkaitan dengan daya beli, dan berkaitan secara sosial,
menyurati kementrian ini kita pernah, menyurati dan berkumpul dengan
asosiasi untuk membebaskan dari DR PSDH itu pernah, asal murni untuk
kepentingan umum. Tapi sampai sekarang belum terlaksana. Kita pernah
meminta untuk membebaskan dari DR PSDH asal untuk kepentingan
umum sehingga harga jual dapat ditekan. Jadi yang dihitung hanya biaya
operasional, dan berapa limit keuntungan yang dibutuhkan perusahaan
untuk terus beroperasi, yang layak, patut itu tadi. Itu yang harus
ditetapkan melalui bupati adalah harga itu tadi, itu pun dari sisi
masyarakat, daya beli meningkat, dari segi pengusaha tidak rugi. Itu yang
menjadi harapan.

P : Kalau kita melihat berarti, program sudah dilaksanakan, tetapi untuk
mencapai hasil mengatasi kelangkaan bahan baku tadi belum efektif ya
Pak? Bisa Bapak uraiakan, apakah perlu dan seperti apa penanganan
khusus yang harusnya dilakukan terhadpa faktor yang menghambat tadi
Pak? Penanganan seperti apa yang harus dilakukan?

[ : Meman ada satu terobosan kebijakan, yang berpihak pada masyarakat,
asal itu murni untuk kepentingan masyarakat Satu, agar ada asosiasi antar
kabupaten pengusaha, asal riil murni untuk kepentingan masyarakat.
Itulah upaaya menekan angka-angka tadi. Kedua, kita kan sering terjebak
pada pemahaman lokal, mengandalkan kayu Meranti dan sebagainya,
kelas awet tinggi, kelas tahan, upaya ke depan, di Kehutanan untuk
membuat, bagaiman aada perlakuan khusus kepada kayu yang ada,
supaya dapat embuat kayu dengan awet tinggi dan bagus untuk
kebutuhan masyarakat. Ini yang bersifat komersil tadi, jadi di luar
Meranti, Bengkirai, Ulir, dan lain sebagainya. Kan intinya supaya kuat
aja, masa guna panjang. Biasanya kan penggunaan kayu lain masa guna
pendek, setahun dua tahun sudah jabuk. Nah, tapi kalau ada perlakuan
khusus, kan bisa tahan. Itu yang perlu jadi perhatian, karena kan stoknya
yang lain kita banyak, tinggal bagaimana legalitas peredarannya saja.
Jadi ada perlakuan khususlah.

P : Satu lagi Pak, tadi saya memperleh informasi dari Bidang prasarana
transmigrai, dapat informasi bahwa salah satu inisiatif yang mereka
lakukan karena bahan baku yang legal ini langka, mereka berinisiatif
sejak 2013 , mereka itu pengadaan pembangunan sarana pemukiman
transmigrasi merea persyaratkan bahwa peruahaan yang bisa membangun

]
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hanya perusahaan yang memegang 1jin sawmill, atau ijin [PK.
Bagaimana tangapan Bapak terhadap inisiatif tersebut?

: jadi pelaku pembangunan perumahan itu adalah yan memiliki sawmill?

P :lya

: Kalau memang aspek perusahaan itu bisa juga untuk konstruksi seperti
ity, itu lebih bagus. Tapi jangan dipaksakan, karena ada stok kayu yang
jelas, dipasakan dia juga sebagai kontraktor kan khawatir terhadap hasil
akhirnya. Karena dia ahli di industri, tapi dia tidak ahli di konstruksi,
kenapa tidak dikombinasikan? Tapi kalau memang dia ahli di konstruksi
dan juga ahli di indstri yang legal tadi kenapa tidak? Konteks percepatan
kan di lembaga seperti itu. Tapi lagi-lagi, kita berharap, dari manapun
sumbernya, dari APBD dan lain sebagainya, gunakanlah bahan baku
yang legal, memiliki legalitas.

P : Terimakasih Pak

> Ya

Pt

P

P
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TRANSKRIP WAWANCARA

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DI KABUPATEN BULUNGAN
(Untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan)

G. Identitas Nara Sumber

Nama :  Wahyu Astutie, S.Hut MAP

Jenis Kelamin :  Perempuan

Jabatan : Kabid Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan
Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan

Kode Wawancara : DWWCR2

H. Percakapan

P : Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh, Bu, dalam kesempatan
ini saya ingin melakukan wawancara penelitian tentang implementasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009 tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal di
Kabupaten Bulungan. Saya menindaklanjuti Bu, kalau Permenhut ini
berjalan, adakah pejabat pengesahannya tersedia.

[  : Dari mana mulainya ini ya? Jadi pada saat ini terbit, kebetulan Sekretaris
sekarang ini, dulu adalah pejabat disini. Sapa sekarang, saya tidak
peprnah seranh terima dokumen mengenai prosesnya sampai mana ini.
Hanya saja, pada awalnya saya masuk kesini dulu pernah ada ide bahwa
kita akan menertibkan perdagangan kayu. Namun setengah jalan, sudah
jadi undangan segala macam, tapi ketika dikonsultasikan kepada Bupati
ini dipending. Jawabannya adalah pada saat ini waktunya tidak tebat.
Dalam masa pending itu, saya pernah berdiskusi dengan Bapak
Sekretaris sekarang, dulu kan Kabid. Jadi intinya, pertemuan dulu itu
memang suda ad sampai surat dokumen apa segala macam sudah ada,
tapi mentk di tengah jalan karena tidak bertemu kesepakatan. Jadi
perusahaan itu bersedia menyediakan target sebesar 5% itu ndak
masalah, hanya syaratnya satu saja, bahwa perusahaan itu punya
kwajiban kepada negara, PNBP segala macam, maka apabila itu
diserahkan pada masyarakat sektar maka masyarakat yang menanggung
PNBPnya. Yang kedua, transportasi dari dalam lingkungan kawasan
perusahaan itu ke luar, ke masyarakat ini ya dibiayai sendiri lah.
Perusahaan ini memag punya alat berat. Jadi mungkin alat beratnya ini
dibantu, tapi tolonglah makan sis uirnya, uang rokoknya, seperti itulah
misalnya. Ya itu yang tidak sepakat. Karena di pemahaman masyarakat,
kalau mereka dapat 5 tu bersih. Jadi mereka tidak mau membayar PNBP,
dan menerimanya itu alau bisa sudah dipinggir log pond ya? Jadi mereka
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tiggal ambil, atau kalau dia nebang sendiri, bersih lagi sampai diangkut.
Nah itu yang tidak pernah connect. Saya pernah berdiskusi dengan
perusahaan, kalau hanya sekedar transportasi mereka bisa bantu lah.
Hanya yang jadi maslaahnya itu di PNBP. Katakalah mereka
menumbang, di areal mereka, tap PNBP-nya ini tolonglah dibantu. Nah
inilah yang tidak pernah ketemu. Sampailah kita ganti Kepala Dinas.
Beliau ini punya semangat untuk menyelesaikan masalah usaha-usaha
kayu, jadi mau ditertibkan. Diusahakanlah kembali, bikin surat lagi, dan
lain sebagainya. Tapi kemudian terjadi kendala lagi, jadi dipending dulu,
ribet ini katanya. Sampailah terjadi masalah, dan laporlah kepada bupati.
Jadi sampai sekarang di lingkup internal lah di Kabupaten Bulungan, jadi
kesepakatan, bahwa selama ini untuk kebutuhan di dalam, lokal,
dibiarkan saja lah. Sampai di proses ganti pimpinan yang baru lagi,
proses dimlai kembali dari awal, dan menemukan permasalahan yang
sama. Tidak ketemu titik temu yang sama tadi.

P : Selama ini, Ibu melihat apakah memang kayu dalam konteks logal ini
sulit di Bulungan ini?

I :lya, jujur kalau legal iya. Kenapa? Karena yang dapat mendistribusikan
secara legal itu terbatas. Sangat minim. Kalau kita bandingkan antara
berapa banyak bangunan yang terbangun di Kabupaten Bulungan
dibandingkan dengan ijin kayu legal yang ada, dimana ijinnya dimana
posisinya?

P :apakah belum pernah dihitung secara il kebutuhan kayu untuk di
Kabupaten Bulungan ini Bu?

I :Kalau di masa saya, belum pernah melakukan perhitungan itu, tetapi
kenapa tidak melakukan perhitungan itu? Karena saya takut menghitung,
sebelumnya, sudah ada hitungan itu. Jadi begini, saya dapat informasi
lisan tai tidak ada bendanya. Saya takutnya, kalau saya menghitung, tapi
ternyata berbeda dengan hasil dokumen yang pernah ada nanti harus
bagaimana tindak lanjutnya.

P : Kira-kira berapa jumlahnya dalam setahun Bu?

: Wah, saya tidak pernah menghitung, jadi saya tidak tahu. Tapi saya
pernah melihat suratnya, permintaankepada camat dan dinas lain untuk
mengetahui total kebutuhan. Kalau dari informasi itu saya mendapatkan
bahwa kalau dihitung, jumlah kebutuhan kayu dengan perusahaan kayu
yang ada di Kabupaten Bulungan itu mencukupi lah. Masalah lagi secara
teknis, masalah jenis, karena begini, masyarakat tradisional kita juga
memilih kau yang jenisnya bagus. Misalnya Ulin, tapi apakah Ulin itu
ada stoknya apa boleh ditebang? Nah, masyarakat tidak menyangupi
karena masalah permodalan juga kan.

P : Menurut Ibu, permenhut ini apakan bisa jadi solusi?

: Kalau menurut saya? Pribadi atau karena saya duduk disini?... Kalau
menurut saya, setengah hati ini Permenhut. Tapi inilah hal yang biasa
terjadi di Kementrian kita. Jadi menyusun suatu kebijakan itu seringkali
malah menimbulkan permasalahan baru di ujung tombak. Bagi pembuat
kebijakan ini tentunya bisa manyatakan bahwa kami sudah menjawab
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kok, sudah memberikan kebijakan. Okelah disini sudah ada tahap
pelaksanaannya, tapi kan tidak jelas, tidak detail, tidak diketahui siapa
yang harus bertanggung jawab. Pernah saya bertanya mengenai masalah
ini kepada Kementerian, jawabannya begini, ini ditakutkan menjadi celah
untuk penyimpangan, makanya ini dijadikan abu-abu. Tapi menurut saya
tidak menyelesaikan masalah. Jadi tetap tidak bisa dilaksanakan.
Kemudian yang kedua, dalam mengeluarkan aturan ini, seharusnya kan
ada masukan dari konsultasi publik, adakah ini sebelumnya dilakukan
konsultasi publik pada masayrakat pada dunia usaha. Kalau ada
konsultasi publik harusnya ada lah bayangan masalah yang bisa terjadi.

P :apkah perlu penanganan khusus terhadap faktor yang menghambat
implementasi Permenhut itu?

[ :lya, perlu penanganan khuusus, baik di level kita sendiri maupun di
tingkat pembuat kebijakan. Perlu ada penanganan dan revisi peraturan,
diperjelas, dipertegas, jangan sampai menimbilkan penyimpangan dan
masalah di kemudian hari. Kalau di level kita, harus ada komitmen dan
kegiatan yang intens, duduk satu meja dalam lingkup pemerintah daerah
kita sendiri untuk membicarakan bagaimana menyikapi aturan ini,
mengenai bagaimana kah kiata apakah sudah siap. Itu harus ada upaya
bersama, dan itu harus ada perhatian khusus, komunikasi yang intens,
serta koordinasi yang lebih baik lagi. Harus begitu, kalau tidak begitu
tidak bisa.

P : Sudah cukup panjang lebar Ibu uraikan, saya sangat berterimakasih.

: Boleh, silahkan, kalau memang bisa bantu, kita beri masukan, ya

silahkan.
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TRANSKRIP WAWANCARA

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DI KABUPATEN BULUNGAN
(Untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan)

I. Identitas Nara Sumber

Nama :  Muhammad Mustaqim, S.Hut

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan :  Manager PT. Inhutani I UMH Pangean
Kode Wawancara : DWWCR3

J. Percakapan

P : Pertama-tama saya menguapkan terimakasih atas kesempatan yang

diberikan oleh PT. Inhutani Pangean ya Pak.

I :lya, Inhutani | Pangean

P . Pak, dalam kesempatan ini mungkin saya kepingin melihat lebih jauh
lagi tentang pandangan bapak selaku pengusaha, rencana peneliatian saya
itu adalah mengenai implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.7/Menhut-11/2009 Dalam Mengatasi Kelangkaan Bahan Baku Kayu
Untuk Kebutuhan Lokal di Kabupaten Bulungan. Disitu saya inggin
melihat faktor-faktor yang menghambat implementasi itu. Seandainya
memang ada. Maaf Pak, kalau boleh ditanyakan, jabatan Bapak selaku
informan bagi kami?

: Saya kebetulan manajer di PT. Inhutani I Pangean

: Manajer Pak ya?

: Iya

: Sudah pernah kan Pak? Membaca Permenhut ini?

: Sudah, sudah

: Kemaren, saya sudah, atau beberapa hari yang lalu saya sudah
menanyakan pada beberapa perusahaan lain, kemudian juga dengan
Dinas Kehutanan, pernah katanya ada undangan ke perusahaan. Apakah
pihak Inhutani pernah diundang juga Pak?

: Saya tidak tahu itu. Tahun berapa ya undangannya Pak?

P : Mungkin 2011, oh, Maret 2009 Pak

I :Kalau Maret 2009 mungkin ada Pak. Cuma pada saat itu saya bayak di

lokasi. Karena waktu itu saya masih wakil kan. Ya kemungkinan ada,
tapi saya tidak tahu, dihadiri atau tidak dari sini, itu saya kurang tahu.

P : Kemudian, bagaimana Bapak melihat peraturan ini sendiri Pak?

: Ya kalau peraturan ini lebih memfokuskan pada pemenuhan bahan
bakunya saja. Hanya sampai disitu. Terus, pengaturan lanjutnya saya
perhatikan , khusus untuk hutan alam ini ada turunan aturannya lain ini
kayaknya yang harus terbit karena disini kami itu selain untuk lokal atau
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kebutuhan khusus jadi juga aturan mainnya. Ini tentang kewajiban PSDH
DR yang dibayar, ini ada perubahan tarif katanya, tapi masih kena juga,
sampai dengan saat ini masih belum banyak memahami lah. Karena
peraturan ini cukup sederhana kalau saya perhatikan.

P : Dari faktor Permenhut ini, kalau dari sisi Bapak, kalau Bapak lihat
faktor-faktor apa yang perlu mendapat perhatian? Khususnya dari
[UPHHK-HA,?

I : Kita dari hutan alam itu ada tiga hal yang menjadi perhitungan kita.
Pertama, itu terkait harga pokok produksi kita, nanti berhubungan dengan
harga penjualan bahan baku itu sendiri. Kan kalau kita pasok lokal berarti
kita menjual ke tingkat lokal, nah harga pokok produksi kita itu yang jadi
pertimbangan kita. Yang kedua, kalau kita pasok lokal itu kan volumenya
tidak besar terus keterbatasan dimensi yang kita produksi juga
berpengaruh besar kecil kayu, sehingga kami mempertimbangkan jika
yang patok pertama itu jelas lokal tidak akan mampu membeli karena
kita meproduksinya dengan alat-alat mekanis dan pasti mahal. Untuk
yang kedua itu juga terkait dengan nomor satu, terkait dengan PNBP,
Pendapatan Negara Bukan Pajak, karena itu kan ada beban yang harus
kami tanggung, sdisamping tu juga ada beban pajak yang ada di badan
maupun juga di tingkat penjualannya nanti. Kemudian, yang ketiga itu
adalah mekanismenya nanti, karena itu harus dipisahkan antara
mekanisme pengaturan kayu yang reguler, yang biasa dari target RKT
tahunan kami maupun mekanisme dari kayu untuk pasokan lokal. Karena
kayu untuk pasokan lokal ini kan rentan dari adanya penyimpangan-
penyimpangan. Itu aja sih dari kita.

P : Menurut bapak, apakah implementasi Peraturan Meenteri Kehutanan ini
telah berjalan Pak?

I :kalau untuk hutan alam, saya kurang tahu Pak. Tapi setahu saya sih,
banyak perusahaan yang tidak menjalankan itu, karena ada faktor-faktor
yang tadi tidak terselesaikan itu jadi tidak berjalan itu. Tapi itu
sepengetahuan saya ya, untuk hutan alam. Tapi kalau untuk hutan
tanaman saya kurang tahu. Kalau yang ada di sini, yang saya tahu itu
belum dijalankan.

P : Kalau menurut bapak, adakah permasalahan yang terjadi sehingga ini
belum bisa terimplementasi?

I :Ya itu, yang faktor kendalanya tadi, karena kami sadar, kita coba.
Sebenarnya begini, ada dua macam ya. Untuk perusahaan-perusahaan
yang akses terhadap masyarakat yang membutuhkan bahan baku lokal ini
mudah, itu mungkin juga pertimbangannya sama. Apalagi yang aksesnya
jauh. Jadi ketiga hal yang saya sebutkan tadi tidak dapat dipungkiri.
Kalau kita memproduksi dengan mekanisme yang kami lakukan,
mungkin masyarakat kesulitan untuk membayarnya. Nah, itu makanya
penyebabnya ketiga faktornya itu penyebabnya kesitu, ke yang bapak
tanyakan tadi.

P : Menurut pandangan Bapak, upaya apa yang harus dilakukan supaya itu
bisa berjalan Pak? Supaya bisa terlaksana?
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I : Saya pikir ini untuk pedoman pemenuhan bahan bakunya ini mungkin
nanti bisa dikembangkan lagi, jadi ada regulasi lagi yang bisa menjamin
pada para pengusaha untuk dapat memberi harga guna pemenuhan pasar
lokal. Beberapa regulasi atau insentif lah kepada masyarakat yang
membantu memenuhi kebutuhan lokal masyarakat, dapat berupa
penurunan tarif, PNBP-nya atau juga kita diberi kewenangan untuk
memanfaatkan kayu limbah, atau tebangan, jadi bukan yang dimensi
reguler. Biasanya kita menggunakan kayu yang 50 up kan. Nah, ada juga
kayu-kayu yang, katakanlah limbah akibat prose simplementasi ini
mungkin kan bisa kami keluarkan. Soalnya selama ini kalau kami
mengeluarkan kayu dengan dimensi tersebut hanya dari hasil penebangan
jalan, nah tidak semuanya juga bisa kita manfaatkan, rata-rata kita tidak
ambil. Jika ini dibuatkan regulasinya mungkin bisa juga mendorong kita
untuk membantu masyarakat kan. Karena kayu-kayu ini selain juga
murah, biaya operasionalnya, juga kita dapat kemudahan untuk insentif
pajak dan lain-lain sehingga bisa menekan harga pokok penjualan

P : Kalau dari pihak perusahaan sendiri. Ada atau tidak inisiatif Pak? Insiatif
untuk melaksanakan Permenhut yang belum terlaksana ini?

I : Ya, sementara ini kami statusnya itu tidak inisiatif. Kalau ini, kayu untuk
kebutuhan lokal ini muaranya kan transaksi bisnis, jadi kami berfungsi
sebagai sumber yang menyediakan. Tentu kalau itu mungkin susah juga,
karena tidak ada bisnis gratis kan. Tapi kalau kebutuhan masyarakat
tingkat lokal, artinya kita yang dekat dengan desa sekitar itu sih sebatas
itu kita ada membantu. Tapi dalam rangka kebutuhan yang sifatnya
urgent, contoh rumah ibadah, itu kita bantu untuk menyiapkan bahan
bakunya. Tapi di tempat kita sendiri, disitu mereka nanti tinggal
mengolah. Karena takutnya kita akan membuka kesempatan kepada
orang untuk melakukan perbuatan melawan hkum seperti membuka
penebangan tidak berijin. Ya itu bukan untuk mengendalikan pasok lokal
sebenarnya. Hanya untuk komitmen terhadap lingkungan saja. Tapi
sejauh ini, rata-rata perusahaan itu belum berani bergerak untuk
melakukan inisiatif seperti itu karena ijin [IUPHHK basisnya hanya untuk
pasokan yang sudah ditentukan dalam ijin itu. Nah kalau ini bisa
disandingkan di dalam ijin yang kita terima, HPH misalnya, itu mungkin
juga bisa. Karena disitu ada kewaajiban seperti itu tapi statusnya tidak
kuat megikat. Regusinya itu tidak kuat. Ini juga untuk skala lokal, kalau
Bupati dengan jajarannya mau mengayomi kebutuhan masyarakat, saya
rasa bisa. Jadi kami sebagai perusahaan perlu dukungan yang baik, yang
kedua dari pemerintah daerah dengan jajarannya harus memahami
kebutuhan masyarkaat, seberapa banyak. Kami dari pengusaha sulit
mengimplementasikan, karena kalau untuk kebutuhan lokal ini seringkali
terjadi pennyimpangan dari aturan, yang kita biasa, yang harusnya kayu
50 tapi dicari kayu limbah. Jadi kualitasnya kan tidak menjamin, tidak
disukai, lembek kayunya.

P : Seandainya ini berjalan, misalnya pemerintah menghitung stok yang
dibutuhkan, nah kan dalam aturan ada IUPHHK minimal 5%, menurut
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Bapak, bagaimana sebaiknya implementasi ini agar di satu sisi bisa
memenuhi kebutuhan masyarkaat tapi di sisi lain juga tidak memberatkan
perusahaan. Bagaimana strateginya?

I : Ya, kalau hutan alam kan 5% dari RKT. Untuk mendapatkan produk itu
kan perusahaan sudah mengeluarkan beberapa cost dari pemerintah
sendiri. Kalau dari biaya yang sudah kita keluarkan, lalu kita harus
memenuhi 5% jadi boleh juga kah kalau perusahaan menganggap itu
menjadi CSR, sedangkan CSR sendiri kita tidak boleh mengambil
keuntungan. Untuk menghasilkan yang 5% itu kan tidak mungkin
perusahaan tidak membayar upah buruh, pasti kita bayar, pajak dan alat
produksi kami harus kami bayar. Nah ini kan yang menjadi kendalanya.
Tapi sebenarnya itu bisa kalau memang ada sharing dari pemerintah. Jadi
perusahaan-perusahaan yang akan memenuhi kebutuhan tersebut
diberikan beberapa keringanan. Sepeti faktor yang saya sebutkan di atas
tadi, bisa diberikan keringanan. Kedua juga, karena sekarang ini tahu
sendiri iklim perkayuan ini kan tidak seperti dulu lagi, kita melambat
terus. Artinya, kita tidak juga gulung tikar, tapi tidak juga terlalu
booming, kita hanya mengikuti perkebangan pasar. Cuma memang
masalahnya tuntutan tehadap pengelolaan hutan produksi lestarinya itu
yang sekarang tidak kurang-kurang, terus aja digenjot, nah ini yang juga
jadi masalah bagi kami. Karena hutan produksi lestari dari target 20.000
itu kan maksimal kita diberikan untuk dikelola, tapi ada 5% yang harus
kita sisihkan penggunaannya, ini juga jadi sesuatu yang harus dipikirkan.
Kalau memang regulasinya ada, selama itu bisa memback-up yang
selama ini jadi beban kami, mungkin bisa.

P : Keringanan seperti apa Pak?

[ : Yaitu tadi, faktor tarif PNBP-nya, kemudian kayu-kayu yang bisa kami
manfaatkan mungkin diatur lagi, pasok lokal diutamakan kepada kayu
limbah atau kayu bekas tebangan. Jadi sisa-sisa tebangan itu kan bisa
digunakan. Dimensinya juga harus diatur agar tidak ada keinginan untuk
menebang di luar itu. Memang banyak, tapi itulah mekanismenya untuk
memproduksi, kayu yang ditebang, PNBP-nya, karena kalau soal kayu
seperti ini banyak masalah yang mungkin timbul, disusupi dan lain
sebagainya.

P : Kalau menurut Bapak, bagaimana dengan SDM pelaksana implementasi?

: Saya rasa kalau di perusahaan, kalau di ita tidak ada masalah. Karena kan

sama saja dengan produksi biasanya. Jadi tidak menjadi masalah, karnea
dia bisa include sama yang besar kan. Jadi ndak terlalu beban. Hany
perlu dukungan dari pemerintah, ke semua stakeholder, dari kepolisian
juga. Jangan nanti muncul salah paham, dikira tebang habis nanti.

P :Selama ini, bagaimana komunikasi antara instansi dengan pengusaha
Pak?

I :Tidak ada selama ini, pemerintah daerah tidak terlalu banyak
mengkomunikasikan dengan pengusaha. Karena saya tidak tahu juga,
apakah KADIN disini atau pengusaha. Karena ada dua pengusaha disini.
Jadi yang pertama pemasok bahan baku, yang kedua pengolah, ini kan
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dia industri hilir. Nah ini, dua asosiasi yag berbeda. Saya tidak tahu
apakah pemerintah pernah berupaya untuk menghubungkan itu. Tapi
yang saya tahu, kebutuhan masyarakat itu sendiri sebenarnya, selama ini
saya perhatikan pasokan-pasokannya terpenuhi dari jalur yang tidak
resmi. Jadi saya kira itu perlu ditertibkan dulu. Pemerintah daerah dengan
jajarannya harus bisa bekerja sama dengan pengusaha, dewan juga harus
mengajak masyarakat agar mau bekerja sama. Kalau memang ingin, ya
saya rasa bisa.

P  : Kalau dari sisi bisnis bagaimana Pak?

: Memang peluang sih, apalagi sekarang dengan percepatan pembangunan
ini kan membutuhkan itu. Tapi saya rasa sekarang kayu ini kan bukan
lagi menjadi kebutuuhan pokok dalam pembangunan, sudah banyak
pembangunan yang lebih canggih. Tapi kalau pembangunan tingkat
pedesaan memang masih. Saya hanya menyampaikan bahwa Kita
perusahaan sanga hati-hati untuk pasok lokal ini, belajar dari masa lalu,
juga dibutuhkan kesediaan pemerintah untuk monitoring. Kebanyakan
produksi tidak untuk pasok lokal. Sebenarnya kalau diperhitungkan, dari
target perusahaan, apabila disisihkan 5%, umpamanya ada 20 perusahaan
, sudah banyak itu untuk pasok lokal. Ramai banget itu nanti,
berhamburan kayu disini. Saya mengkhawatirkan, yang terbalik adalah,
itu dimanfaatkan itu nanti oleh pengusaha olah, dimanfaatkan, tapi bukan
untuk kebutuhan lokal, tapi dibawa keluar.

P :Kalau mekanismenya misalnya, pemerintah melakukan perhitungan
terlebih dulu, berapa estimasi kebutuhan masyarakat kemudian itu dibagi
dengan jumlah [UPHHK. Sebenarnya 5% ini kan maksimalnya aja Pak.

I :Iya begitu, sebenarnya kita tidak ada masalah, selama itu kami
memproduksi tidak dengan harga pokok yang biasanya, itu bisa. Kalau
yang aksesnya dekat, itu mungkin bisa, tapi kalau yang jauh dan
aksesnya susah atau rumit, kan harganya tinggi. Kita keberatan untuk
melakukan itu, karena nanti tidak laku kita jual, harganya tinggi. Dan itu
tidak bisa flat, saya samakan harga saya dengan yang dekat, itu tidak
bisa. Karena masalahnya juga, kalau semua mamasok kan nanti tidak
berimbang supply and demand-nya. Nanti supply-nya banyak,
permintaannya tidak jelas, nah ini yang berpotensi dibawa keluar. Kayu
untuk kebutuhan lokal kan ditentukan juga kualitasnya, kayu semakin
bagus itu juga memancing spekulan datang untuk membeli. Katanya dia
beli untuk banun rumah, padahal tidak, dia tampung untuk dijual lagi.
Nah ini yang jadi rentan, jadi dia dapat harga bahan baku yang murah
dari kita, tapi digunakan bukan dengan semestinya. Kan tidak dimonitor.
Ini kan menimbulkan kerugian. Misalnya ditimbun dulu, kemudian
diolah lagi, sehingga harganya berkali Ipat.

P : Berarti harus ada langkah awal pemerintah untuk menjamin tidak terjadi
penyimpangan ya Pak?

I : lya, itu. Karena kan kalau dilihat produksi kita belum jadi itu orang tidak
tertarik, tapi kalau sudah diolah jadi barang jadi atau setengah jadi, dia
punya nilai tambah yang tinggi. Karena sektor perkayuan itu bukan

[
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hanya mahal di operasional bahan baku, tapi tinggi di industri
pengolahan. Kalau sudah jadi, itu dijual bukan di tingkat lokal, tapi
eksport.

P : Berati ada keterkaitan antara hulu dengan hilir ini ya Pak?

: Iya, karena tidak semua punya industri hilir. Jadi kalau kami industri hilir
kan jauh, kalau kita jual untuk lokal kan mahal, biaya sudah berkali lipat.
Misal sampai di sana dia olah, ini untuk kebutuhan eksport, ini untuk
kebutuhan lokal, tapi untuk kebutuhan lokal ini kualtas eksport, harganya
mahal, ini buah simalakama itu.

P : Sekarang mungkin sedikit lepas dari Permenhut, menurut Bapak, apa
penyebab kelangkaan bahan baku untuk kebutuhan lokal Pak? Kita
punya potensi besar, tapi kekurangan.

I :Oh itu ya, sebenarnya juga pemetaan kawasan itu penting. Artinya
pemerintah harus jeli dalam penataan kawasan hutan. Kemudian
perusahaan yang terkait itu harus dipetakan. Contoh misalnya kami
perusahaan yang arealnya jauh, itu kesulitan. Tapi Kabupaten Bulungan
kan juga mempunyai perusahaan yang di hilir, itu bisa konsistensi
dipertahankan, para pengusaha juga dibuat planning yang teratur. Mereka
ini yang bisa memainkan harga dengan mudah, karena aksesnya
gampang. Tapi tidak semua perusahaan hutan alam bisa diperlakukan
sama. Jadi kalau saran saya, hutan alam itu kan recycle terus, kalau itu
produksi lestari. Nah perusahaan-perusahaan dengan akses yang dekat
tadi yang harus diajak. Kalau aksesnya terjangkau kan bisa perperan
melakukan aturan ini. Dengan catatan hilirnya harus dijaga, agar bahan
baku kayu tadi tidak lari keluar. Kalau begini, dengan sendirinya,
penebang liar tadi tidak bisa muncul, akrena areal sudah dikuasai
pengusaha resmi. Kalau mereka ambil dari hutan alam yang jauh ini juga
pasti kalah harga, dia punya tidak akan dibeli orang karena mahal dia.
Jadi prinsipnya, selama kami bisa memproduksi dengan murah, pajak
dirigankan, itu tidak menjadi maslaah untuk memenuhi kebutuhan kayu

Do

lokal ini.

P . Kalau menurut Bapak, apa yang menyebabkan di Bulungan ini yang
legal terasa langka?

I : Ya itu tadi, regulasi ini tidak bisa menjamin kami untuk merasa aman,

dari segi internal dan eksternalnya. Apakah kami cukup ter-back up.
Apakah kami NGO tidak menyoroti kita. Nanti kalau kita beralasan
untuk lokal mau tebang under 50, nah untuk jenis kayu lokal kan
dibutuhkan kayu keras, kayu keras ini tidak harus 50, kayu 40 pun jadi.
Nah ini membuat kecurigaan ke kita.

P : Bagaimana strateginya menurut pandangan Bapak agar kayu di Bulungan
tidak langka Pak?

I : Regulasinya harus tegas Pak. Pengusaha, pusat, asosiasinya kan juga
menentukan Pak. Tapi intinya, pemerintah daerah, mereka butuh atau
tidak. Kalau butuh ya mereka harus mendorong agar aturan ini
dilaksanakan, nah kami nanti diminta tanggung jawab untu
melaksanakan, ya oke, dengan catatan mohon dibuatkan penanganan
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untuk yang tadi kita bicarakan, disambut itu, tidak ada masalah. Jadi
khusus Bulungan, saya lihat tidak ada motivasi yang kuat dari
pemerintah daerah untuk melaksanakan ini. Saya lihat juga di legislatif,
mungkin minim pengetahuan atau keinginan mereka untuk mendesak ini
dilaksanakan. Karena mungkin mereka masih merasa aman, masih
banyak sumber dari hutan, kebun meraka yang lainnya.

P : Hasil wawancara dengan DPR beberapa waktu lalu menunjukkan suatu
pandangan Pak, bahwa mereka mengakomodir para penebang ini, yang
selama ini kita katakan ilegal, tapi ini adalah kelompok masyarakat
dimana hutan menjadi mata pencariannya.

[ :lya, sebetulnya itu, kenapa tidak dibingkaikan lagi dalam peraturan.
Disitu kan ada, untuk itu sudah ada aturannya, ada HTR, hutan rakyat,
dan sebagainya. Itu sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat. Sekarang
tinggal untuk dijalankan. Yang dibilang itu mata pencahariannya Pak, iya
betul, tidak apa-apa, tapi asal berada di wilayahnya dia. Semua
regulasinya ada, tinggal mau atau tidak menjalankannya. Nah problem
orang Indonesia ini kan, kalau sudah ngurus itu alasannya biaya, nah
sudah ada komitmen pemerintah daerah, zero cost, itu harus
dimanfaatkan. Tapi harus disadari, kepentigan hutan itu bersifat mutlak.
Kalau untuk kepentingan hutan ini harus dijaga pengelolaannya, karena
ini untuk kepentingan global. Hutan itu kan ada beban lingkungannya
yang harus dipenuhi. Orang-orang ini kan mengambil hasil, mengelola,
hasilnya untuk mereka nikmati. Dia tidak memenuhi beban pajaknya. Dia
ambil tanpa ijin, jual, tidak ada masuk negara disitu. Dibandingkan
dengan HPH seperti ini, ijin sudah bayar, satuannya Dollar, pajak kita
harus bayar, biaya tadi, kita bayar, jaminan sosial karyawan, kita bayar.
[tu kan bersumber dari hasil hutan yang kita kelola tadi. Nah orang-orang
yang dilindungi tadi kan tidak melakukan seperti itu. Tapi perlu disadari
bahwa hutan ini kan bukan hanya punya mereka, ini punya seluruh rakyat
Indonesia. Dengan menajaga keluasan saja, itu sudah cukup kita
menjaga, agar luas area hutan ini tidak terdegradasi lagi. Cara yang
terbaik menjaga hutan adalah, jaga luasnya agar tidak berkurang. Mau
apa kita di dalamnya, karena hutan itu kan, slama dia dijaga tidak
dibakar, tidak dirambah, artinya dia dimanfaatkan sampai tingkat
klimaksnya, dia aman, dia akan membesarkan dirinya sendiri, bumi ini
ada kita belum ada kan. Jadi masyarakat tadi, dia tidak menjaga, dia
ambil itu kawasan, tapi tidak ada kewajiban bagi dia yang menikmati ini.
Tapi ya khusus di Bulungan, setalah dia jadi Ibukota ini mudah-mudahan
pola pikir masyarakat bisa berubah. Karena tingkat pendidikan juga
sudah meningkat.

P : Sepertinya sudah cukup Pak, terimakasih

: Iya, sama-sama, sukses ya.

P
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TRANSKRIP WAWANCARA

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DI KABUPATEN BULUNGAN
(Untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan)

K. Identitas Nara Sumber

Nama : H.Yusuf Arifin, B.Sc.F

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan : General Manager PT.IKANI (ITCI Kayan
Hutani)

Kode Wawancara : DWWCR4

L. Percakapan

P :Jadi kemaren setelah saya menguhubungi staf Bapak sudah saya
sampaikan bahwa saya ingin melakukan wawancara.

I :lya

P :Saya disini ingin tahu mengenai pandangan terhadap Implementasi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/MENHUT-II/2009 dalam
Mengatasi Kelangkaan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan I.okal, jadi
disini ada bahan sumber untuk pemenuhan kayu itu berasal dari
[UPHHK.

: Iya, sebesar 5% ya.

P :lya, 5%. Mohon maaf ini Pak, sudah pernah melihat Permenhut ini kan
Pak?Artinya sudah pernah membaca, mempelajari. Apakah Dinas
kehutanan sudah pernah mengundang dulu Pak?

I  :lya, dulu tahun 2010, kalau tidak salah tanggal 27 Desember 2010, masih
Kepala Dinasnya Pak Jumli, dulu beliau, Bupati melalui Dinas
Kehutanan menyurati kami untuk sosialisasi itu, Permenhut Nomor 7 ya?
Dimana pada saat itu dihimbau seluruh penmegang ijin agar
merealisasikan hal itu, mengingat kebutuhan pembangunan di Kabupaten
Bulungan baik pemerintah maupun masyarakat juga cukup untuk
kebutuhan bahan baku. Nah pada saat tu, kami dari pihak pemegang ijin
pada prinsipnya mendukung, karena itu memang ketentuan. Hanya
permasalahannya, waktu itu ijin industri yang ada di Bulungan pada saat
itu tidak ada yang berijin, industri sawmill tidak ada yang pegang ijin
juga. Itu yang pertama. Kedua, dari pemerintah daerah itu sendiri belum
ada juga survey mengenai berapa kebutuhan bahan baku. Berpa sih
kebutuhan, sehingga nanti kalau maksimal 5%itu terpenuhi atau tidak.
Atau kurang begitu. Permaslaahan yang ketiga Pak, HPP, harga pokok
penjualan. Karena yang namanya pengusaha biaya produksinya ketika itu
kurag lebih 770 ribu per meter kubik, nah itu baru sampai di TPK antara,
begitu, baru sampai di TPK antara, belum DR PSDH, baru biaya

Lo
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produksi aja. Kalau 760 ditambah DR ditambah PSDH, sanggupkah
membeli harga pokok itu? Sanggupkah indstri sawmill membeli, di satu
sisi rendemen meraka.

P :60%

: Nah itulah permasalahan waktu itu. Setelah itu, terpotonglah, tidak ada
kelanjutan pembicaraan itu, sampai sekarang.

P : Kalau menurut pendapat Bapak, Permenthut itu tidak terimplementasi
Pak?

: Tidak terimplementasi, khususnya di Kabupaten Bulngan.

: Itu kan dari [IUPHHK-HA ya, kalau dari yang lain kan kita belum tahu.

: Maksudnya?

: lya, ini kalau dari pihak Bapak sebagai IUPHHK-HA kan. Khususnya
tidak ada kelanjutan dari proses sosialisasi yang tadi, untuk [UPHHK-HA
kan.

: lya

: Kalau Bapak melihat, sisi lain kira-kira Pak, di Bulungan ini memang
langka kayu atau bagaimana Pak?

: Kalau di bilang langka, di Bulungan ini kan ada berapa [UPHHK ya.

: Untuk kayu kebutuhan lokal maksud saya. Dlama konteks legal formal.

: Kalau itu konteksnya legal, pasti langka Pak.

: Sepengetahuan Bapak dari sisi HPH belum ada yang memenuhi untuk
kebutuhan lokal begitu Pak?

: Iya

: Artinya, terlepas dari belum adanya Permenhut ini pun tidak ada
penjualan ke lokal itu ya Pak?

I : Sebelum dan sesudah Permenhut, penjualan ke lokal ini nyaris tidak ada.

Nggak tau yang HPH lain ya.

P :lya

I : Tapi khususnya IKANI sendiri tidak pernah ada penjualan lokal Cuma
kami dulu pernah menghibahkan kayu yang downgrade ke masyarakat
Antutan. Jadi kau yang mengalami penurunan kualitas dihibahkan ke
masyarakat, di-LHP-kan. Nah waktu tu masyarakat Antutan bekerja sama
dengan Portable Mini Sawmill, tapi untuk masayrakat Antutan itu
sendiri. Dokumennya ada, dan ber-LHP. Itu tahun 2009, ketika kami
mengalami masalah krisis moneter, daripada kkayu itu stagnan, jadi
dihibahkan.

P :jadi kalau sifatnya menghibahkan segala biaya jadi tanggungan
perusahaan ya Pak

I :lya, hibah, biaya tidak ada pergantian.

P : Menurut bapak, untuk mengatasi maslaah itu, agar Permenhut bisa
dijalankan bagaimana itu Pak?

I : Menurut kami, langkah awalnya harus ada survey dulu mengenai jumlah
kau yang dibutuhkan di Kabupaten Bulungan. Kemudian, kalau mereka
punya ijin, swamill ini punya ijin kan ada asosiasi nantinya, jadi antara
asosiasi ijin industri dan HPH ada MoU untuk menetapkan harga dasar.
Nah, kalau sudah ada MoU begitu, anatar asosiasi dengan asosiasi, maka

)-Ui—i
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Inshaa Allah kan perjalan. Saya rasa kalau perusahaan, asal ada profit
maka tidak berlebihan dalam hal ini, berbeda dengan penjualan yang
lainnya.

P : Menurut Bapak, dalam Permenhut itu sendiri, memberatkan atau tidak
bagi [UPHHK ini?

[ : Sebenarnya begini, itu kan 5% dari target ini RKT ya, kalau targetnya
RKT, sekarang itu kan mengalami penurunan produksi dari RKT itu
sendiri karena daya dukung hutan udah seperti demikian. Dulu kami bisa
memproduksi 100.000 karena ada virgin forest, sckarang kan rotasi
kedua, megalami penurunan. Kemudian, tentu harus ditinjau lagi, apakah
harus 5%? Yang kedua DR PSDH khususnya untuk lokal tentunya harus
disesuaikan. Jangan disesuaikan dengan yang berlaku. Kasihan dengan
pembelinya nanti.

P : Bisa dijelaskan Pak? Beratnya dimana?

I : Ya, seperti tadilah, misalnya harga pokok 1 jta, ditambah lagi DR PSDH,
berarti di buyer industri itu haru smembeli harga pokok ditambah DR
PSDH, ditambah profit, ditambah lagi rendemennya industri. Berat bagi
industri membeli bahan baku terhadap ijin resmi, legal. Kalau DR PSDH-
nya ada kebijakan dari pemerintah, khusus 5% untuk kebutuhan kayu
lokal ini tentu tidak berat juga.

P : Apa menurut bapak harus industri, maksud saya begini, industri yang
berijin resmi, kalau pengelolanya yang seperti koperasi ata perorangan
begitu bagaimana Pak?

[ : Bisa, asal merupakan usaha yag berbadan hukum, jadi transaskisnya
antar badan hukum dengan badan hukum

P : kalau menurut Bapak sendiri, apa yang menyebabkan bahan baku ini

langka Pak?

I : Seharusnya tida mesti langka. Kita di Bulungan ini kan punya berapa
[UPHHK?

P : Delapan

I :Deapan ya, HPH, belum IPK, sebetulnya ndak harus langka,
kebijakannya yang kurang tegas. Mengimplementasikan kebijakan itu
yang kurang tegas. Buktinya setelah kita diskusi, sampai sekarang tidak
ada tindak lanjutnya.

P : Adakah strategi khusus menurut Bapak agar itu bisa terimplementasi?

: Ya itu tadi, Pemda sebagai fasilitator, kemudian katakalah BUMD,
industri-industri nanti membuat semacam asosiasi, kami juga sudah ada
asosiasi, difasilitasilah oleh pemerintah daerah untuk membuat ada
semacam kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan lokal dari pemilik ijin
ini. Kalau kemaren seakan-akan kan itu kebutuhan Pemda, bukan
masyarakatnya itu sendiri.

P :Kemarena kan memang ada tuntutan karena pebangunan yang tidak
berjalan Pak, ketika lagi gencar-gencarnya pemberantasan penebangan
liar. Lalu dilakukan langkah dengan menyurati kecamatan untuk
memperhitungkan berapa kayu yang menjadi kebutuhan. Kemudian
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diundanglah perusahaan untuk membicarakan ha tersebut. Kemudian,
menurut bapak, faktor apa yang menyebabkannya langka ini Pak?

I :Kelangkaan ya? Sesungguhnya itu bukan masalah kelangkaan ya, kita
Bulungan ini punya potensi masalah bahan baku hutan, regulasi juga
sudah ada, P7 itu. Nah, kemudian, tingkat kesadaran dari pengusaha,
tingkat ketegasan dari Pemda untuk menakan pengusaha, untuk menekan
kesadaran dari industri pengolahan bahan baku tadi yang belum ada. Tapi
dari pihak pengelola hutan itu sendiri, pemegang ijin itu ada rasa
ketakutan. Kalau ini belum jelas berapa kebutuhan ini, takutnya ketika
diberikan malah beredar keluar. Nah terbukti kan, ada kayu ulin kemana,
kayu ulin kemana. Nah ini yang harus ditegaskan lagi masalah
keamanannya, apakah melalui Perda, apabila kayu ini betul-betul untuk
kebutuhan lokal, tapi apabila di kemudian hari ditemukan nanti tidak
untuk kebutuhan lokal, maka harus ada sanki atau gimana. Tu yang harus
melalui Perda. Kalau sudah diikat oleh Perda, ya tentu semua juga akan

tertib.

P :Jadi kalau dari sisi perusahaan sendiri tidak masalah ya Pak? Asal ada
Perda-nya?

[ : Tidak ada masalah dari perusahaan. Betul, waktu kemaren juga, gimana

semangatnya pengusaha pemilik ijin itu. Oke, tidak ada masalah. Karena
memang untuk kebutuhan lokal. Tapi berapa kebutuhan lokal itu sendiri?
Belum terawab. Berapa jumlah industri pengolahan itu nanti. Kemudian
itu nantinya kan harus ada LMKB dan LMKO si pengusaha industrinya.

P :jadi dari segi profit bagaimana Pak?

: Saya kira kalau proffit itu, bukan masalah profit karena untuk kebutuhan
lokal. Seandainya pun BEP, kalau jelas, tidak ada maslaah. Tapi
kewajiban DR PSDH-nya selesaikan. Dulu begitu komitmennya. Waktu
diskusi dengan Pak Jumli, Pak Ismail juga.

P : Bisa ditegaskan kembali apakah Permenhut ini efektif tidak mengatasi
kelangkaan bahan baku?

: Saya tidak, maaf ya, saya bukan kapasitas dalam menguji regulasinya ini.

P : Maksud saya menurut pandangan Bapak saja.

: Sebetulnya kalau melihat dari ketentuannya bisa mengatasi permasalahan
yang ada, tapi dalam implementasinya, pengusaha itu meminta
pengajjual yang faktual, mengajukan berapa, karena ada kehawatiran itu
tadi.

P : Jadi kalau ada ketegasan atau regulasi lagi yang mengatur itu tidak ada

masalah ya Pak?

I : Tidak ada masalah

P : walaupun break even gitu ya Pak? Tidak profit.

: Kalau untuk kebutuhan lokal, kita tidak berbicara profit. Asalkan biaya
operasionalnya terpenuhi. DR PSDH-nya terbayar, kalaupun ada profit
tidak lebih dari seperti yang dijual ke luar, itu tidak ad amaslaah dari
pengusaha. Komitmen kemaren itu begitu waktu kami berdiskusi. Yang
penting menata dulu, membuat pemetaan, berapa kebutuhan kayu lokal.
Misalnya, katakanlah 2000 kubik, 2000 kubik itu nanti dipenuhi dari
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siapa, dari pengusaha, nah pengusaha itu harus ditentukan, misal dari
IKANI harus 5 kubik. Jadi bukan dari target 5% dari RKT tapi sudah ada
ditentukan, IKANI 5 kubik nih, INHUTANI 10 kubik, nah untuk
menetukan jumlahnya itu tentu dilihat dari PT-nya.

P : Mungkin saya raa sudah cukup jelas bagaimana sebenarnya perusahaan
melihat itu. Terimakasih banyak Pak.

I :Ya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42171.pdf

TRANSKRIP WAWANCARA

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DI KABUPATEN BULUNGAN
(Untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan)

M. Identitas Nara Sumber

Nama :  H.Syarbani,SE

Jenis Kelamin . Laki-laki

Jabatan : Kabid Pembangunan dan  Pemukiman
Transmigrasi

Kode Wawancara : DWWCRS5

N. Percakapan

P : Terimakasih Pak, atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya untu
wawancara ini. Boleh tahu jabatan bapak disini Pak?

I  : Kabid Pembangunan dan Pemukiman Transmigrasi

P : Saya mendengar bahwa Dinas Kehutanan pernah melakukan sosialisasi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-1I/2009 dalam
Mengatasi Kelangkaan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan Lokal,
Transmigrasi seingat Bapa pernah diundang tidak ya Pak?

I :Tidak

P : atau mungkin pernah mendengar bahwa ada pedoman untuk memenuhi

kayu untuk kebutuhan lokal

: Ada

P :Jadi di pedoman itu diatur bahwa kayu untuk kebutuhan loka dapat

dipienuhi oleh 10 item, seeperti HPH, 1IPK, HTR. Jadi dari HPH dapat
memenuhi kebutuhan kayu sebesar 5% dari RKT. Tapi Dinas Kehutana
yang diberikan wewenang oleh Bupati untuk menghiitung terlebih dulu
berapa sebenarnya kayu lolak itu. Jadi berdasarkan versi kehutanan,
perna disurati instansi-instansi untuk mengetahui kebutuhan kayu.
Apakah pembangunan di Transmigrasi menggunakan kayu Pak?

: Jelas

P : Apakah ada kesulitan Pak?

1  : Kalau kesulitan ada, jadi kalau kami mulai 2013-2015 menggunakan
pola untu mensiasati hal-hal ilegal loging. Jadi kami memberikan kontrak
kepada orang yang ada ijin sawmill, jadi syarat sawmill kan harus punya
IPK. Jadi jangan dibilang transmigrasi yang mempunyai kepentingan,
tapi kontraktor, pelaksana. Jadi berikan kepada pelaksana yang memiliki
ijin HPH IPK, sawmill di Kabupaten Bulungan. Tanpa itu, kami tidak
akan meberikan perusahaan ini menjadi pemenang dalam lelang. Itu
inisaitif dari kami untuk menangani kayu ilegal. Bagi kontraktor yang

p—
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tidak memilik ijin tentu terhambat. Nah, bagi mereka yang punya ijin
sawmill atau IPK mudah dapat kontrak. Pipit Mutiara punya. Ini
menenjadi syarat dalam dokumen lelang.

P : Berarti apa yang mendasarinya Pak?

: Agar kayu yang digunakan dalam pembangunan itu memang kayu legal,
bukan kayu yang disediakan oleh pihak tertentu.

P : Berarti memag terasa sebelumnya memang sulit dapat kayu resmi ya

Pak?

I :lya, sulit. Ya masyarakat kecil kan dapat diakomodir oleh sawmill tadi.
Yang kedua, kayu di wilayah kita memang sulit. Kalaupun ada kayu
lokal di areal transmigrasi itu ya itu saja yang kami manfaatkan.

: Kalau meraka berarti kan memang punya ijin industri.

: Iya, jelas, jadi itulah cara kami.

: jadi begitu caranya ya Pak?

: Iya, untuk itu juga ada aturan yang mengikat kami pak, kami dilarang
membuka di atas lahan hutan produksi. Jadi kami bekerja di atas hukum
Pak.

P : Kalau Bapak merasa bagaimana komunikasi dengan Dinas terkait Pak?

P

e =Rlanlis v/

I : Selalu, komunikasi sangat bagus. Dinas Kehutanan selalu bekerja sama
dengan baik. Contoh pada saat alokasi lahan. Untuk menginformasi guna
lahan.

P : Bagaimana tentang kelangkaan kayu di Kabupaten Bulungan ini menurut
Bapak?

[ :Seharusnya ada ketegasan bahwa kayu pada Area Penggunaan Lain

boleh digunakan, tapi pada hutan memang wajib dilarang. Kalau di
hutan, 1 pohon pun kalau ditcbang haru kita tindak berdasarkan hukum
yang berlaku. Hanya saja harus ada ketegasan.

P :Jadi implementasi kebijakan Permenhut ini belum berhasil mengatasi
kelangkaan bahan bakku kayu ya Pak?

I : Belum, ya seharusnya ada ketegasan. Kalau di luar areal hutan, silahkan
lah masyarakat berproduksi. Perjelaslah mana yang kawasan hutan dan
mana yang di luar kawasan hutan. Ini di luar kawasan hutan dikenakan
pajak juga. Selain itu, orang yang tinggal di kawasan hutan juga perlu
diberdayakan melalui pengelolaan hutan ini.

P : Ada peraturan yang mengatur bahwa masyarakat di sekitar hutan boleh
menggunakan sampai 50 meter kubik, tapi tidak boleh diperdagangkan.

I : Kalau tidak diperdagangkan tidak berguna juga. Siapa yang menfasilitasi.
Sama saja melarang. Artinya, kalau bisa, untuk perorangan, jangan
disebut korporasi. Tidak usah sampai 50 meter kubik. Seharusnya ada
solusinya.

P :Jadi sebenarnya, kalau dengan solusi yang Bapa tawarkan tadi, tidak
perlu kayu itu langka ya.

I : Tidak ada kayu langka kalau ada jalan seperti tadi.

P : Karena memang peraturan kita itu begitu Pak, diberikan ijin tapi juga
dibatas.
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I :Jadi sebaiknya ada jalan seperti tadi. Orang yang tinggal di kawasan
hutan, boleh memanfaatkan. Tidak perlu ada ijin-ijin seperti tadi. Tapi
jangan juga di luar itu kita membiarkan hal-hal ini. Pada intinya harus
ada regulasi yang jelas.

P : Ya, mungkin itu saja Pak, saya mengcapkan terimakasih banyak.

I  :lIyaPak, semoga intinya Bapak sudah paham.
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TRANSKRIP WAWANCARA

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DI KABUPATEN BULUNGAN
(Untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan)

O. Identitas Nara Sumber

Nama :  Syarwani, S.Pd

Jenis Kelamin :  Laki-laki

Jabatan :  Ketua DPRD Kabupaten Bulungan
Kode Wawancara : DWWCR6

P. Percakapan

P : Assalamu Alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh. Pertama saya ingin
mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang Bapak berikan untuk
bertemu. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan tentang
Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-11/2009
dalam Mengatasi Kelangkaan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan Lokal
di Kabupaten Bulungan. Permenhut ini kan didasari karena kebutuhan
masyarakat, usulan DPRD beberapa daerah di Indonesia, akhirnya
keluarlah peraturan ini. Menurut Bapak, bagaimana ukuran kebijakan ini,
lingkupnya seperti apa?

I :lya, baik, memang terbitnya Permenhut 7 Tahun 2009 ini kan munculan
dari permintaan Bupati Walikota, DPRD Kabupaten Kota, kemudian
direspon oleh Menteri Kehutanan untuk pemenuhan kayu lokal ini.
Terkait dengan lingkupnya memang sudah diatur dan lingkupnya cukup
luas. Walaupun kita menyadari bahwa tidak semua lingkup ini bisa
dilakukan oleh masyarakat, walaupun peraturan sudah dibuat. Jadi
lingkupnya cukup luas bagi Pemerintah Daerah untuk mencari sumber
sebagaimana yang diatur dalam Permenhut, dimana ada 10 sumber
pemenuhan kebutuhan kayu lokal. Jadi ruang lingkupnya cukup luas
kalau dari Permenhut itu sendiri.

P :Kalau Bapak melihat dalam keseharian, secara legalitas formal
bagaimana Bapak melihat ini, apakah ada perubahan sebelum dan
sesudah terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan ini terhadap keberadaan
kayu lokal itu sendiri?

[ :Kalau sebelum Permenhut ini lahir memang kayu lokal itu
pemenuhannya agak sulit karena memang ada, lebih dikelola oleh badan-
badan yang bermodal besar, pemegang HPH atau izin pengelolaan kayu
lainnya, yang mungkin tidak bisa dilakukan masyarakat atau individu
dalam skala kecil. Dengan terbitnya Permenhut ini, maka masyarakat
kelas menengah bisa berpartisipasi, jadi regulasi dengan adanya
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Permenhut ini adalah untuk masyarakat dan penguasaha kelas menengah.
Namun dalam implementasinya, Permenhut ini belum dapat
diimplementasikan, karena dalam perizinan masih menemukan kendala.
Sehingga kalau kita bicara regulasi ini, tidak semua masyarakkat kita ini
mampu mengelola kayu lokal sebagaimana diatur dalam Permenhut.

P :Bagaimana menurut Bapak sumber daya manusianya dalam
melaksanakan implementasi?

I :Ini memang menjadi permasalahan tersendiri Pak, bahwa yang
menyangkut yang dari sisi pemerintah melalui Dinas terkait, bukan hanya
dari Kehutanan, memang kita memiliki kelamahan, baik dari sisi
pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kalau saya, ini harus
dilaksanakan secara forum bersama, antar pemerintah, pengusaha, dan
masyarakat. Kita yakin itu memang masih memiliki kelemahan dari sisi
itu masih memiliki kelemahan

P : Bapak mengatakan itu kan memberi peluang untuk skala menengah dan
kebawah, dalam rangka upaya mewujudkan ini maka Dinas Kehutanan
dalam mengimplementasikan peraturan ini, pertama mungkin survey
jumlah kebutuhan lokal, kemudian ada sosiaslisi, kalau menurut Bapak,
Pemda akah dapat memberikan fasilitas dan anggaran?

I :Sebenanya dari sisi teknis, Dinas Kehutanan bisa melaksanakan
pendataan, dari jumlah pembangunan yang dilaksanakan Pemda dan
masyarkaat. Dari sosialisasi juga dapat dilaksanakan, sangat mungkin
bersumber dari APBD.

P : Kalau Bapak melihat, bagaiman komunikasi Dinas Kehutanan dengan
masyarakat?

[  : Nah, ini yang mungkin belum begitu terbangun kuatnya komunikasi ini
dikarenakan faktor sosialisasi ini. Terus berapa jumlah penguasaha, dan
berapa jumlah masyarakat yang memiliki izin. Implementasi ini
seharunya memang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan. Selama ini,
yang terjadi implementasi memang masih sangat lemah Pak. Komunikasi
ini pada dasarnya masih sangat perlu, termasuk pemetaannya. Jangan
sampai nanti izin yang telah diberikan menemukan permasalahan di
lapangan yang berbenturan dengan kegiatan itu sendiri.

P : Bagaimana karakteristik Dinas Kehutanan sebagai pelaksana kebijakan.

I : Sebenarnya Kehutanan itu bagian yang nanti jadi bagian Provinsi. Jadi
nanti implemetasi Permenhut ini di tingkat Provinsi, ini yang masih agak
membingungkan pada saat sekarang ini. Ini memang butuh lebih
intensitas ya. Tapi kalau ditanyakan Dinas Kehutanan ini sudah
malaksanakan, Saya yakin Dinas Kehutanan ini sudah berbuat untuk itu.

P : Bagaimana bapak melihat implementasi berdampak terhadap kondisi
sosial ekonomi masyarakat?

I :Oh, ini tentu ada pengaruhnya. Termasuk berkaitan dengan sumber-
sumber yang dapat diolah untuk kebutuhan kayu lokal dan dapat
menunjang perekonomian masyarakat. Jadi saya pikir ini member
dampak terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat ini yang
bergerak di bidang pengolahan kau itu sendiri.
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P : Faktor-faktor yan mendukung implementasi Pak? Terkait dengan kondisi
sosial, ekonomi politik.

I : Ya, pertama terkait dengan kondisi sosial masyarakat kita. Termasuk ini
kan mencoba regulasi ini secara resmi. Tapi masyarakat kita belum
banyak mengetahui tentang peraturan ini. Kita tidak ingin masyarakat
yang tidak mengetahui ini melakukan penabangan yang tidak memenuhi
regulasi dalam Permenhut Nomor 7 itu. Ini yang harus kita bangun,
kesadaran masyarakat kita.

P : Untuk Dinas Kchutanan Pak, itu pernah pingin mencoba menghitung
berapa sebenarnya kebutuhan lokal, termasuk untuk kabupaten dan
menghitung biaya yang harus dikeluarkan, biaya produksi. Sedangkan
sebagai pembanding, harga pasaran kan murah dari penebangan ilegal,
bagaimana menurut Bapak?

I :lya, kalau yang resmi kan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan.
Sementara di sisi lain memang masih ada masyarakat kita yan melakukan
kegiatan yang dikatakan kegiatan ilegal. Ini juga yang ke depannya harus
diperhatikan. Ranah ini kan menjadi ranah pemerintah yang harus
diperbaiki dari sisi ini. Jadi di satu sisi kita ingin membuat penebangan
ini menjadi kegiatan resmi, tapi di sisi lain ini juga menjadi kebutuhan
masyarakat. Sisi lain kita ingin mengarahkan masyarakat, tapi di sisi lain
beban biaya pengolahan kayu juga harus dipikirkan.

P : kalau Bapak lihat, dalam situasi yang sekarang, sulit atau tidak kita di
Bulungan untuk memperoleh kayu legal

[ :Kalau saya hampir saya tidak tahu pasti sumber kayu legal di Bulungan.
Karena saya tidak tahu ada badan usaha yang legal yang mengelola
kebutuhan kayu ini.

P : bapak melihat ada atau tidak keluhan dari masyarakat atau SKPD untuk
memperoleh kayu?

I :Selama ini, kebutuhan kayu untuk pembangunan pemerintah masih bisa
berjalan. Kita tidak lagi berbicara mengenai sumber ya. Kita memang
merasakan tuntutan dari masyarakat, karena regulasi yang ada ini
memang tidak sesuai untuk masyarakat. Di satu sisi ada Dinas yang
butuh kayu untuk pembangunan, di sisi lain ada masyarakat yang belum
memahami regulasi ini. Jadi dibutuhkan win-win solution untuk masalah
ini.

P : Menurut Bapak, apa faktor yang menjadi penyebab kelangkaan bahan
baku kayu legal ini Pak?

I : Kalau dari sisi sumber daya alam sangat besar potensinya. Tapi kembali
pada Permenhut ini, tentu harus ada evaluasi terhadap peraturan ini agar
masyarakat dapat ita giring masuk kepada hal yang bersifat legal.
Regulasi ini kita buat untuk mempertimbangkan akses dan kemudahan
bagi masyarakat. Kalau kita bertanya mengenai kayu legal, kita akan
menemui kelangkaan.

P : Adakah strategi khusus untuk menangani itu Pak?

: Strateginya evaluasi tadi. Harus dievaluasi legalitas dari pelaksanaan

pengelolaan kayu. Masyarakat kita ini kah memang masih terbatas dalam

L}
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pendidikan, juga ada faktor kebiasaan, masyarakat kan masih susah
memahami regulasi ini, Sehingga perlu diberikan pemahaman kepada
masyarakat melalui diskusi bersama mengenai tahapan implementasi
regulasi ini.

P : Apakah dari lembaga ini, apa mungkin kita melakukan permintaan revisi
Permenhut ini?

I  :lIya, karena Permenhut ini lahir secara nasional, sementara karakteristik
daerah kita berbeda. Karaktristik masyarakat di Kabupaten Bulungan
berbeda, sechingga perlu ada forum diskusi untuk mengatasi dan
mengevaluasi regulasi ini.

P : Kemudian satu pertanyaan lagi Pak, sebagai kesimpulan akhir kita,
apakah implementasi Permenhut ini sudah mampu megatasi kelangkaan
bahan baku kayu di Kabupaten Bulungan?

I  : Secara normatif, kalau itu memang bisa dilaksanakan secara keseluruhan,
maka itu bisa menjadi jawaban. Tapi di hari ini juga kita mencoba
mengevaluasi berapa jumlah pengusaha-pengusaha yang bergerak di
bidang pemenuhan kayu lokal ini sesuai dengan Permenhut, jumlahnya
mungkin jauh lebih sedikit daripada kegiatan orang per orang

P : Jadi belum dapat mengatasi ya Pak?

I : kalau secara resmi berdasarkan regulasi belum, tapi kalau dari orang per
orang ada aja kayu untuk kebutuhan lokal.

P : Artinya, peraturan ini dipandang belum mampu dan masih perlu direvisi?

I : Sangat diperlukan, revisi terhadap regulasi ini. Saya pikir konkritnya ini
memang harus dievaluasi.

P : Mungkin demikian Pak, saya mengucapkan terimakasih banyak untuk
waktu bapak.

[ :IyaPak, semoga bermanfaat untuk kita bersama-sama.
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TRANSKRIP WAWANCARA

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.7/MENHUT-11/2009 DALAM MENGATASI
KELANGKAAN BAHAN BAKU KAYU UNTUK KEBUTUHAN LOKAL
DI KABUPATEN BULUNGAN
(Untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan)

Q. Identitas Nara Sumber

Nama :  Saadah

Jenis Kelamin :  Perempuan

Jabatan :  Masyarakat/Pemilik Usaha Moulding/Indutri
Pengolahan Kayu

Kode Wawancara : DWWCR7

R. Percakapan

: Sejak tahun berapa Barapa mulai usaha Bu?

: Sejak tahun berapa ya? Lima tahunan sudah, berarti 2010

: Mohon maaf, Ibu namanya siapa?

: Ibu Saadah

: Ibu Saadah ya, istri Bapak Syaukani

:Iya

: Saya mauwawancara ini jangan dikira apa-apa Bu ya, Saya kan dari

kehutanan, tapi tujuannya bukan mau cari info kayu bukan, saya hanya
penelitian. Penelitian saya, jadi saya cerita sedikit, peraturan Menteri
Kehutanan itu Ibu pernah dengarkah?

: Apa bunyinya?

P : Bunyinya pemenuhan bahan baku kayu lokal, artinya beberapa sumber
bahan baku kayu lokal. Misalnya, orang yang punya usaha seperti ini kan
dia bisa dapat sumber bahan baku dari HPH, bisa dari IPK HGU yang
kebun itu. Bisa juga dari...

I  : Bisajuga dari masyarakat yang buka lahan gitu kan? Dari orang asli sini,
orang Dayak, belinya dari situ juga.

P : Tapi ndak ada kesulitan? Artinya, misalnya Bapak mau usahanya mudah,
memperoleh bahan baku yang jelas, kalau ndak jelas itu kan biasanya ada
diganggu sama oknumkah.

I : Yapastilah ada.

P : Itu makanya.

I : Biasanya kan dikawal juga, sama orang dari Brigif, kalau mau ambil
kayu ke hutan kan. Nanti yang punya kayu yang suruh kawalnya.

P : Kan ndak aman begitu Bu kan?

I :Ya

P : Sebenarnya, sudah ada peraturan untuk itu Bu. Artinya, kalau peraturan

bisa berjalan, maka bahan baku tidak akan susah. Saya sudah

Ll
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mewawancarai perusahaan Inhutani, Ikani, yang punya kayu itu kan, saya
bilang, Pak, kenapa belum bisa dipenuhi untuk kebutuhan kayu lokal.
Dia bilang, kalau kami penuhi itu, harga sanggup ndak mereka nanti beli.
Kalau dari segi harga apa terasa bagaimana Bu?

: Harga dari yang jual?

: Iya, harga dari yang jual.

: Ndak terlalu tinggi sih.

: Berapa itu biasanya

: Kurang tau itu, dulu kayaknya empat belas, satu juta empat ratus. Belinya
kan langsung anterin kesini, segitu kalau mereka yang antar.

: kalau usaha moulding begini daftar di perindustrian kan ya Bu?

: lya, daftar di perindstrian, surat izinnya ada.

: lya surat izinnya dan usahanya, Cuma sumber bahan bakunya ini yang
kurang jelas ya Bu?

: Iya, dari masyarakat

: Kalau menurut Ibu, selama ini sulit ndak cari kayu dari masyarakat?

: Ndak sih

: Ndak ya? Mereka yang tanggung itu kalau dikawal Brigif?

: Kadang dari kami juga.

: Berapa besar biayanya?

: Paling besar 250

: Per kubik atau sekali jalan?

: Sekali jalan, eh, kurang tau ya, tapi mungkin sekali jalan.

: Satu truk biasanya?

: Iya

: Jadi memang belum terasa bahwa bisa meendapatkan dari sumber yang
jelas ya Bu?

: Iya, sumbernya hanya dari masyrakat dan dari kebuh sawit begitu Pak.

: Ndak ada kekhawatiran kah Bu?

: Iya, khawatir terus.

: Artinya, sebenarnya gini kan Bu, kalau misalnya ada kayu yang legal,
aman gitu kan, ndak bisa diganggu aparat, dibandingkan dengan ada
kayu yang murah tapi masih khwatir terus. Kira-kira yag diharapkan yag
mana Bu?

: Ya yang aman Pak. Yang ndak bakalan di....

: Yang aman dan harga murah begitu ya Bu?

: Yang aman dari aparatnya Pak. Kan tenang kerja.

: Kalau masalah harga, harga pokok jadi lebih tinggi, harga jualnya bisa
lebih tinggi lagi kan.

- Iya lebih tinggi, tapi kan sesuai dengan daya beli masyarakat Pak. Bisa
ndak dia beli. Kan yang pakai dari masyarakat sini saja Pak ndak bisa
keluar kota.

: Oiya, karena ada SKSKB lagi

: Iya

: Jadi ngambilnya dari lokal, jualnya juga ke sekitar-sekitar aja?

: Iya, kalau sudah keluar kan ndak boleh, ada suratnya lagi.

o — - o == ia-Blaniis-lails - " Baniis - Raniis -Ran - =
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P :lIya, surat angkut, SKSKB namanya, SKSKO, kayu olahan. Ya
sebenarnya saya tadi kepingin tahu bagaimana perasaan dari teman-
teman yang punya industri, jadi sebenarnya ada kekhawatiran juga tapi
bagaimana ya, karena belum bisa ada yang mendatangkan secara legal,
begitu ya Bu?

I :lIya, mau ndak jual begini kan, terpake juga semua orang Pak, oang butuh
untuk bangun rumah.

P : Iya, tadi bicara sama Transmigran juga informasinya begitu.

I :lya, proyek-proyek kan ambilnya juga dari sint juga. Untuk bikin rumah
trans.

P :lya

I : Kalau mau yang jelasnya mungkin bisa besok lusa datang lagi Pak

P : Ya Bu, terimakasih.
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